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PUTUSAN

NOMOR :125/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan gadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah an putusan

sebagai berikut dalam perkara antara : Y.
1. LIAMI TELAUMBANUA, Umur 72 Tahun, amin Perempuan,
beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Sifglagte Tabaloho, Kecamatan

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, ya disebut sebagai
Pembanding | semula sebagai P at Konvensi |/Tergugat
Rekonvensi |;

2. FA’ARO BAZATULO HAREFA, 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-
Laki, beralamat di Jalan Dipo 0. 375, Desa Sifalaete Tabaloho,
Kecamatan Gunungsitoli, Ko ngsitoli, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding Il semula sébagai Penggugat Konvensi ll/Tergugat
Rekonvensi ll;

3. TUHOZARO HARI& ur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
beralamat di Jalan Diponegoro No. 373 C, Desa Sifalaete Tabaloho,

Kecamatan Gu li, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai
Pembandin ula sebagai Penggugat Konvensi lll/Tergugat
Rekonvensi Ili#

4, AROZAWREFA, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
beral Jalan Diponegoro No. 375, Desa Sifalaete Tabaloho,
Keca Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding IV semula sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat
R vensi IV;

hal ini Pembanding | semula Penggugat |, Pembanding Il semula
enggugat Il dan Pembanding Il semula Penggugat Ill serta Pembanding

Q/v semula Penggugat IV, memberikan kuasa kepada GABRIELLI GIAWA,
Q SH, Pengacara Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Gabriele Gawagq,
SH dan Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 283 Tohia, Kelurahan

llir - Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016,

yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli

tanggal 6 April 2016 dengan Re.N0.59/SK/2016/PN.Gst., selanjutnya
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disebut sebagai para Pembanding semula sebagai para Penggugat/para

Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

1. SAMOTUHO HAREFA, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
beralamat di Jalan Dipogoro No. 384 Desa % Tabaloho,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selan'ﬁa. isebut sebagai

Terbanding | semula sebagai Tergugat | dala vensi /Penggugat
dalam Rekonvensi |;

2.  RILIANI MENDROFA, Umur 35 Tahung Jghis, Kelamin Perempuan,
beralamat di Jalan Dipogoro No. 3 a Sifalaete Tabaloho,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunun imselanjutnya disebut sebagai

Terbanding Il semula sebagai Ter at Il dalam Konvensi/Penggugat

dalam Rekonvensi II; Q
3. RAHMANIAR, Umur 71 Ta s Kelamin Perempuan, beralamat

di Jalan Yos Sudarso Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli dan s tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh

Wilayah RI, selanjutn N ut sebagai Turut Terbanding Ill semula
&I

sebagai Turut Terg dalam Konvensi;

Dalam hal igi Terbanding | semula Tergugat | dan Terbanding I
semula Tergu rta Turut Terbanding | semula Turut Tergugat |
diwakili oleh a DARISALIM TELAUMBANUA, SH.,MH., Advokat
- Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DARI SALIM
TELAU A, SH.,MH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Magiao
No. Qurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli,
b S n Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 yang didaftar

%iteraan Pengadilan Negeri GunungsitoliReg.No:4/SK/2017/PN
GSt pada tanggal 7 Maret 2017,

4 PALA DESA / PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA

SIFALAETE, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding Il semula sebagai Turut Tergugat II;

Q 5. CAMAT GUNUNGSITOLI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA

TANAH (PPAT), beralamat di Jalan Pancasila Nomor 23 Kota

Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Il semula

sebagai Turut Tergugat llI;
Dalam hal ini Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat Il dan Turut
Terbanding Il semula sebagai Turut Tergugat I, diwakili oleh DESLAWATI
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ZEGA, SH.M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Gunungsitoli, DIKI
ELNANDA CANIAGO, SH.,MH. Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan
Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli, beralamat kantor di
Jalan Pancasila Nomor 14 Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut; %

Telah membaca : q
Qan tanggal 21 April

njukan Majelis Hakim

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Ti
2017 Nomor:125/PDT/2017/PT MDN. tent
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Penggartiy, Nomor :125/PDT/2017/PT MDN
tanggal 25 April 2017 oleh Paniter engadilan Tinggi Medan untuk

membantu Majelis Hakim memerij mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara Nomor:18/P /PN-Gst serta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Gunu

lain yang berkaitan dem

TENTANG DUDUK PERKARA:

I tanggal 10 Januari 2017 dan surat-surat

ara ini;

Penggugat tertang 5 April 2016, yang didaftarkan di Kepanbiteraan

Membaca dan_mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para
e

Pengadilan N [ nungsitoli tanggal 8 April 2016 dengan Reg.Nomor:

183/Pdt.G/ Gst, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugat-1 adalah Ibu kandung dari Tergugat-2 S/D Tergugat-4,
den ta lain bahwa Penggugat-1 S/D Penggugat-4 adalah ahli waris
@ arhum (Alm) FOLO'O HAREFA Suami Penggugat-1 dan atau

t

ua (Ayah) Penggugat-2 S/D Penggugat-4 yang Meninggal Dunia

%ﬂa Bulan Juli Tahun 1997;
% ahwa Para Penggugat adalah Pemilik Perkebunan yang terletak di
Dusun 3 Desa Sifalaeste Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota

2 Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas + 1.500 m2 dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Desa Lauru.
- Sebelah Barat : berbatas dengan dahulu Tanah/Kebun Yosua
Lase
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- Sebelah Selatan :  berbatas dengan dahulu Tanah / Kebun P.N.

Harefa.
- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun Para Penggugat
dan Ina Ori.
3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari Harta Warisan Alm
FOLO’O HAREFA dari Warisan Alm Buambowo Har ng Tua Alm

Folo'o Harefa) yang dikuasai langsung oleh Alm Fglo’o "Harefa bersama
dengan Penggugat-1 dengan cara diolah, dikuasai diusahai sebagai

pai dengan Bulan

Kesepakatan Para Ahli

perkebunan selama kurang lebih 48 Tahu

November Tahun 2013. Hal ini berdasarka

Waris Alm Buambowo Harefa dan Jug BSan-Putusan Pengadilan
tentang menetapan dan Pembagian Ha isan Alm Buambowo Harefa
bahwa “Tanah kosong yang dikelol endiri berdasarkan usaha sendiri
adalah hak masing-masing abhli W®sebut" dhi tidak termasuk dalam
pembagian harta warisan oran Buambowo Harefa);

4. Bahwa objek sengketa tersebn@h bagian dari tanah sebagaimana di
terangkan dalam Surat Ket gan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
tanggal 14 Agustus 20 Pansek PN Gunungsitoli dan disaksikan
oleh Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli An. Anuar Gea dan

Hezatulo Duha serta Pemohon sendiri Liami Telaumbanua (Penggugat-1).

Dari hasil Pe yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri

tas tanah milik Para Penggugat adalah Sisi Timur =
isi t = 79 Meter, Sisi Utara = 43 Meter dan Sisi Selatan =

30 Meter;\y

5. Bahw ap tanah milik Para Penggugat tersebut dahulu telah
dipasangWPilar oleh Para Penggugat, namun Pilar-pilar tersebut sudah

dicabut oleh Tergugat;
6. @ sebagian dari tanah tersebut telah termasuk dalam Akta

epasan Hak dengan Ganti Rugi kepada Para Tergugat dengan Luas +
1.500 m2 yaitu sebagian dari objek APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-
GR/GST/2013 tanggal 21 November 2013 An. Samotuho Harefa
(Tergugat-1);

S

Bahwa sebagian tanah milik para Penggugat tersebut sudah dikuasai oleh
Tergugat-1 dan Tergugat-2 dengan luas + 1.500 m2, sedangkan sisanya
masih dikuasai Para Penggugat dan sebagian sudah dijual kepada Ina Ori

dengan Ukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter;
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8. Bahwa setelah objek sengketa tersebut di olah Penggugat-1 bersama

dengan Suaminya sebagai perkebunan dengan menanami Pisang, Ubi
Jalar, Singkong dan tanaman sayur-sayuran lainnya untuk kebutuhan
keluarga Para Penggugat;

9. Bahwa Penggugat-1 bersama Suaminya menguasai dan mengusahai
objek sengketa secara terus menerus dan Te -terangan dan
diteruskan oleh Penggugat-1 bersama dengan Al »walaupun Alm
FOLO'O HAREFA (Suami Penggugat-1) telah_meninggal dunia Pada
Tahun 1997, sehingga objek sengketa menjadi @ arisan kepada Para

Penggugat; %

10. Bahwa objek sengketa tersebut telah dir oleh Tergugat sehingga
seluruh tanaman milik para Penggu ah dihancurkan dan rata
dengan tanah; \

11. Bahwa Tergugat-1 dan Tergug@alah Suami dan Istri. Karena
menurut Para Tergugat bah objek sengketa adalah hasil
pembelian dari Turut Tergugat-1, maka secara hukum suami dan Istri
sama-sama mempunyai hak ewajiban, oleh karena itu harus menjadi
pihak dalam perkara ini; \

12. Bahwa kemudian se&jiselidiki oleh Para Penggugat, nyata bahwa
objek sengketa sudah dibeli Tergugat-1 dari Turut Tergugat-1, sedangkan
Turut Tergugat-lati empunyai hak dan juga tidak pernah menguasai
objek sengket

13. Bahwa jual beliy antara Tergugat-tergugat dengan Turut Tergugat-1
dilakuka \Mpan Turut Tergugat-2 selaku Kepala Desa dan Turut
Tergu%aku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian yang

penti etahui Majelis Hakim bahwa saat proses Penerbitan APH-GR

kepada Para Tergugat tersebut oleh Turut Tergugat-2 atas objek sengketa

@at itu Terqugat-1 berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete, maka

ustahil Turut Tergugat-2 akan mempersulit dirinya sendiri sebagai
Pembeli atas objek sengketa (APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-
GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 tersebut;

Q14. Bahwa Turut Tergugat-1 sebagai Penjual kepada Tergugat-1 dan
Tergugat-2 atas objek sengketa ini, tidak mempunyai hak kepemilikan atas
objek sengketa ini baik karena pembagian warisan orang tua Penggugat-1
atau Kakek Penggugat-2, 3 dan 4 maupun karena memperoleh hak
melalui Perkara di Pengadilan, dan apalagi selama orang tua Turut

Tergugat-1 masih Hidup atau selama Turut Tergugat-1 dilahirkan sampai
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saat ini, tidak pernah mengusahakan atau mengklaim bahwa perkebunan
yang Para Penggugat Kuasai tersebut ic objek sengketa adalah miliknya.

15. Bahwa saat terjadi Transaksi Jual Beli atas objek sengketa, saat itu
Tergugat-1 berstatus sebagai Kepala Desa Sifalaete (Turut Tergugat-3).
Sebagai Kepala Desa yang berwenang penuh mengeluarkan surat-surat
keterangan atau mengetahui surat Pernyataan Pengu isik sebagai
dasar Penerbitan APH-GR oleh Turut Tergugat-3 te urut Tergugat-
2 tidak akan bersikap obyektif karena kepentinga ’%.

16. Bahwa walaupun Turut Tergugat-2 tidak ber bjektif, seharusnya
Turut Tergugat-3 selaku PPAT berkwajibw meneliti kebenaran
Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai Penerbitan APH-GR

tersebut, karena untuk menerbitkan se ta Tanah didasarkan pada

inya;

Pernyataan Penguasaan Fisik yanwenarkan oleh saksi-saksi dan
diketahui oleh Kepala Desa setempat (Furut Tergugat-2);

17. Bahwa oleh karena sebagian daki Objek APH-GR Nomor : 592.2/78/APH-
GR/GST/2013, tanggal 21 No 2013 Atas Nama Samotuho Harefa
(Tergugat-1) adalah termasuk Obkjek sengketa yang merupakan tanah milik
Para Penggugat, maka H-GR dimaksud dinyatakan tidak mengikat
sepanjang menyangk jek sengketa ini;

18. Bahwa walaupun Rara Tergugat berdalih bahwa tindakannya terhadap

objek sengketa pada Transaksi Jual beli antara Turut Tergugat-1

melalui atau an Turut Tergugat-2 dan Turut Tergugat-3, oleh
karena didasari pada itikad buruk, maka perbuatan atau tindakan Para
Tergugat%}\%;lsai Objek Sengketa dengan meratakan tanah dan

merus aman milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan
Melawa ukum dan oleh karenanya Para Tergugat wajib

m r%;nggungjawabkannya secara Hukum;
19. Ba sebagai pertanggungjawaban secara hukum, Para Tergugat wajib
emberikan ganti rugi yang pantas dan layak atas tanaman Para
%ﬂggugat dan mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat
%serta membayar kerugian Immateril untuk memulihkan nama baik

Q keluarga Para Penggugat;

20. Bahwa sebagai Ganti Rugi yang pantas dan layak atas hasil tanaman
yang seharusnya di Peroleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.
10.000.000.- (sepuluh juta) per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- Sejak Para Tergugat merusak tanaman milik Para Penggugat

sehingga tidak dapat memetik hasilnya lagi terhitung dari Tahun

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu 2 (dua)
Tahun 3 (tiga) Bulan atau 27 bulan dikali Rp. 10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah) per bulan, maka Totalnya sebesar Rp. 270.000.000.-

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh
Putusan Pengadilan yang Berkekeatan Hukum %diperkirakan
selama 2 (dua) Tahun atau 24 bulan dikali 10.000.000.-
(sepuluh juta) per bulan, maka Total seb lﬁ‘R‘p. 240.000.000.-

dua ratus empat puluh juta rupiah);

21. Bahwa patut dikhawatirkan Para Terg an menunda-nunda
Pelaksanaan Eksekusi sejak Putusan Ak perkara ini yang telah

memperoleh Kekuatan Hukum Tetap a Penggugat belum dapat

menikmati keuntungan terhadap obng eta, maka beralasan hukum
Para Tergugat dihukum membay@ Paksa (Dwang soom) sebesar
Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ar
22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sehingga Para Penggugat
akan menderita kerugian imm?;ial karena mengalami tekanan batin dan
]

psikis, maka beralasan ’N% jika Para Tergugat akan dihukum dengan
Nilai Uang sebesar M 00.000.- (seratus juta rupiah);

23. Bahwa kuat duga

Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa

kepada pihak lai atau melakukan tindakan-tindakan lain yang

merugikan p ggugat atau mempersulit dalam pelaksanaan

eksekusi terhadap objek sengketa ini nantinya, maka agar gugatan Para

Penggug&@nihil, agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis
Haki @ memeriksan dan mengadili perkara ini meletakan Sita
Tahanan™terhadap objek sengketa ini sebelum menjatuhkan putusan
akhirnya;
24. [Ba untuk menjamin kerugian-kerugian yang Penggugat uraikan di

as, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang

terhadap Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik
Q Para_Terqugat baik _vang sudah ada maupun vang akan ada
dikemudian hari untuk dilelang sebagai pelunasan Ganti kerugian

%Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan

kepada Para Penggugat dalam gugatan ini;
25. Bahwa Para Turut Tergugat sebagai pihak yang turut serta memperlancar
terbitnya APH-GR kepada Para Tergugat, wajib secara hukum tunduk dan
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melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sesuai dengan
kewajiban hukumnya masing-masing;

26. Bahwa patut dan beralasan hukum bila Putusan dalam Perkara ini di
jalankan terlebih dahulu walaupu ada Upaya Hukum Perlawanan atau

Peninjauan Kembali;

Berdasarkan alasan-alasan di atas memohon den@‘nat kiranya
Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim >§~emeriksa dan
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhQ
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli W@ sah dari Alm Folo’o

Harefa yang telah meninggal Dunia pada B 1997;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat enguasai objek sengketa

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

adalah Perbuatan Melawan Hukum.

B

Menyatakan segala perikatan yang/ipetbuat di atas tanah objek sengketa
atas nama Tergugat-tergugat ihak-pihak lain dinyatakan Batal
Demi Hukum.

o

Menyatakan Perbuatan Turut™\Lergugat-1 yang menjual tanah objek

sengketa kepada Para% atau dengan pihak-pihak lain adalah tidak
sah.

6. Menyatakan APH- Nomor : 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21
November 2013 a Samotuho Harefa (Tergugat-1) yang diterbitkan
Turut Tergugat njang menyangkut objek sengketa tidak sah dan
tidak mengikat.

7. Menyatakaw Pengguat adalah Para Penggugat yang beritikad baik
dan ya hak atas objek sengketa, yang terletak di Dusun 3 Desa
Sifalagte aloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi
Sumatera Utara, dengan Luas + 1.500 M dengan batas-batas sebagai

rikuts:

ebelah Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Desa Lauru.
- Sebelah Barat : berbatas dengan dahulu Tanah/Kebun Yosua
Lase
Q - Sebelah Selatan :  berbatas dengan dahulu Tanah / Kebun P.N.
Harefa.
- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Kebun Para Penggugat
dan Ina Ori.
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8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah
objek perkara kepada Para Penggugat tanpa hambatan apapun, dan jika di
perlukan dengan pelaksanaan eksekusi paksa.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita

Para Penggugat, berupa :
- Ganti Rugi atas tanaman yang telah dirusak %ra Tergugat
terhitung dari Tahun 2014 sampai saat Gug i didaftarkan di

Qau 27 bulan dikali

Pengadilan yaitu 2 (dua) Tahun 3 (tiga) B

Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) fe an, maka Totalnya
sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratug§ téjuh” puluh juta rupiah),

v
sekaligus dan Tunai;

N/
- Ganti Rugi atas tanaman sejak pe i didaftarkan di Pengadilan
sampai memperoleh Putusan adilan yang Berkekeatan Hukum
Tetap, diperkirakan selama (F:K
10.000.000.- (sepuluh juta) bulan, maka Total sebesar Rp.
240.000.000.- (dua ratu@t puluh juta rupiah), sekaligus dan

ahun atau 24 bulan, dikali Rp.

Tunai;

10. Menghukum Para Tergu k membayar Uang Paksa (Dwang soom)
kepada para Penggu besar Rp. 1.000.000.- (dua juta rupiah) Per
Hari, sekaligus dan Tunai;

11. Menghukum Par at untuk membayar Kerugian Immateril dengan
Nilai Uang se p. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), sekaligus
dan Tunai;

12. Menyataka%}/ahanan terhadap objek sengketa sah dan berharga;
13. Sita Jaminan terhadap Harta Benda baik bergerak maupun

14. nghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta benda milik Para
%ugat baik bergerak maupun tidak bergerak untuk dilelang sebagai
elunasan atas seluruh ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat.
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan
Pengadilan dalam Perkara ini.

16. Menyatakan memerintahkan seluruh ahli waris Para Tergugat untuk tunduk
pada Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;
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18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij

vooraad) meskipun timbul perlawanan atau Peninjauan Kembali;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Membaca, jawaban kuasa hukum Terbanding | semula Tergugat | dalam

Konvensi/Penggugat | dalam Rekonvensi dan Terbanding | Tergugat Il
dalam Konvensi/Penggugat Il dalam Rekonvensi serta,Jurtt Terbanding |
semula Turut Terbanding | dalam Konvensi/Tur nggugat | dalam

Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONVENSI

Bahwa pertama-tama para Terguga ih dahulu menyampaikan
bahwa perkara a quo merupakan tindak fagjut dari gugatan Para Penggugat
No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., yang tel iputus pada tanggal 14 Januari 2016
yang telah berkekuatan hukum t ngan amar putusan menyatakan

gugatan Para Penggugat tidak d rima dengan pertimbangan gugatan

Para Penggugat kabur (obscuu hi. terkait dengan objek sengketa.

TENTANG EKSEPSI &\

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat | menolak tegas seluruh dalil
Para Penggugat, kar alil- dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar

hukum sama sekali ali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I-1l dan Turut

Tergugat | secara tegas dan utuh.

A. Gugata \enggugat Nebis In Idem
1.B hv@atan Para Penggugat adalah sebenarnya didasarkan (tersirat
dm gugatan Para Penggugat him. 3 point 3 “Hal ini berdasarkan
K PAKATAN Para Ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga

k
usan-putusan pengadilan tentang menetapkan dan pembahagian

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara No.
Q 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT.
Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991,
Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992
(Inkract Van Gewisjsde), dengan amar putusannya yaitu “Menetapkan

% harta warisan alm. BUAMBOWO HAREFA dstnya...) atas putusan

pembahagian _dari __sebahagian harta _peninggalan __almarhum
BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang _kebun-kebun dari
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Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM?", Jo. Kebun-kebun A.1-

A.14 para ahli waris membenarkan dan menyetujui berdasarkan

MUSYAWARAH telah menentukan menjadi bahagian yaitu ... dstnya..
(terlihat dalam putusan No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., him. 5 point A dan

pertimbangan majelis hakim him. 40 paragraf 3 “Menimbang, bahwa atas
penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, b%b Penggugat-
Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli,waris BUAMBOWO

HAREFA), mereka tidak mempermasalahkannyizaﬁsama lainnya, oleh

karena itu Majelis berkesimpulan, tidak aka pertimbangkannya”,

yaitu objek sengketa a quo tepatnya b lam objek A.1, yang

dibagi menjadi milik 3 orang ahli waris da BOWO HAREFA, yaitu:

1. YASON HAREFA ;

2. alm. FATORO HAREFA / suami i Tergugat V RAHMANIAR dalam
perkara a quo [/ T@ V dalam perkara No.
17/PDT/G/1989/PN.GS. C ¢ FATORO HAREFA merupakan
saudara kandung dari aIrr@OO HAREFA dhi. suami / orang tua

Para Penggugat ;
3. TETANO HAREFA, ari SUDINA ZEBUA.

Ctt. Para Pihak d&er ara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS., semuanya
adalah ahli w:gs dari BUAMBOWO HAREFA (alm), dhi. termasuk

orang tua P ggugat a quo / suami dari Pengqugat | LIAMI

TELAUM yaitu almarhum FOLOO HAREFA vang merupakan
anak dari AMBOWO HAREFA, juga Turut Tergugat | a quo

‘M) sebagai _Terqgugat VvV  dalam __ perkara _ No.
17/P 1989/PN.GS., dan demikian juga para pihak dan objek yang

FANOWA HAREFA).
ahwa selanjutnya tanah objek Al dalam perkara
17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, yang dibagi ke
% dalam 3 bagian tersebut, yaitu menjadi milik YASON HAREFA, alm.
Q FATORO HAREFA dan TETANO HAREFA, selanjutnya bagian yang
menjadi milik alm. FATORO HAREFA dijual oleh istrinya dhi. Turut
Tergugat | RAHMANIAR dalam perkara a quo, kepada Tergugat |
SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK DENGAN
GANTI RUGI No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November
2013, luas = 2.576m2, yang diperbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI,

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak objek di Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota

Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

e Utara : Tanah milik SABARDIN HAREFA dan SOAROTA HAREFA,
dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS.,
sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris,
tercatat berbatasan dengan kebun AMA% (orang tua
dari Tergugat I), dan KADONGO als. M H HAREFA.
Ctt. Kebun milik SABARDIN tersebut_saat{ini telah dibeli oleh
SOAROTA HAREFA, sedangkal @ milik SOAROTA

sendiri yang dibeli dari SOKH|AT, HAREFA telah dijual
kembali kepada VIKTOR WA . Jadi_yang berbatasan
saat ini_di sebelah Utara SOAROTA HAREFA dan

VIKTOR WARUWU. \

e Timur : Tanah milik SUDINA (istri dari TETANO HAREFA),
dahulu sesuai de ara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS.
sebelum dibagi menjadi’'3 bagian kepada 3 orang ahli waris
tercatat kebu ILY, LAERO MENDROFA, AMA RELI,
AMA WAO? HAREFA, dan MAEMUNAH HAREFA.

e Selatan:JALAN

orang li waris), dahulu sesuai dengan perkara No.

17/P 89/PN.GS., sebelum dibagi menjadi 3 bagian

ke orang ahli waris tercatat kebun AMA WATISA
HAREFA.

. BaratWH MILIK MARINUS GEA (merupakan hasil pembelian

Qari YOSEFO HAREFA / anak kandung dari PN. HAREFA),

dahulu sesuai dengan perkara No. 17/PDT/G/1989/PN.GS.,

ng sebelum dibagi menjadi 3 bagian kepada 3 orang ahli waris

tercatat kebun SAROZIDUHU HAREFA, alm. PN. HAREFA,

AK (setelah dibagi menjadi 3 bagian kepada 3

? dan INA LIAMI als. JALISA HAREFA.

Bahwa terkait objek sengketa a quo yang masuk dalam kelompok objek

% Al s.d A.14, (dhi. objek A.1) berdasarkan putusan perkara No.

Q 17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT.
Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991,
Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,
Para Penggqugat a quo KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak

Terqugat salah satunya vyaitu Turut Tergugat | RAHMANIAR (a quo),
sebagai Tergugat A.XVIlI dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST.,
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tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.
145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan
MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, yang amarnya
antara lain “Menyatakan bahwa Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991,
tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM”, yang secara

hukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi_*Rembahagian
dari_sebahagian harta peninggalan almarhum B WO HAREFA
kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari r A.l s.dA.14 SAH

MENURUT HUKUM";

4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara a q

sama dengan objek

/G/1989/PN.GS., yang
putusannya diucapkan pada tanggal tember 1990, Jo. Putusan
PT. Sumatera Utara No. 385/PD®1990/PT.MDN., yang putusannya
diucapkan pada tanggal 31 Jan@, Jo. Putusan MA.RI. No. 1919
K/PDT/1991, yang putusanny kan pada tanggal 28 September
1992 (Inkract Van Gewisjsde);, Jo. putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST .,
tanggal 7 Juli 2005, JoN, Putusan PT. Sumatera Utara No.
145/PDT/2006/PT.MDN? gal 23 November 2006, Jo. Putusan
MA.RI. No. 2131 K/Iﬁ&)o , tanggal 27 Maret 2008;

5. Bahwa berdasarkapa;\da hal-hal di atas maka nampak jelas gugatan

Para Penggug
diputus SAH A HUKUM yang telah berkekuatan hukum tetap

dan pihak dalam perkara perdata No.

kait dengan objek sengketa a quo yang sudah

(Inkract Van isjsde) maka cukup alasan secara hukum gugatan
Para P& t dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verkl karena Nebis In Idem yaitu pihak yang sama dan objek yang
sama, ini sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. No. 350/Sip/1970,

nggal 19 Desember 1970, Jo. Yurisprudensi MA. RI. No.
647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 “ada atau tidaknya asas ne bis in

em tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan
terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh

% keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Q B. Eksepsi Error In Persona (Kekeliruan mengenai orang)
1. Exceptio gemis aanhoeda nigheid (Orang yang ditarik sebagai
Tergugat keliru) :
1.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan
CAMAT Gunungsitoli dalam kedudukannya selaku PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dhi. berkaitan dengan APHGR
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No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013,
luas + 2.576m2, an. SAMOTUHO HAREFA, yang diperbuat
oleh CAMAT GUNUNGSITOLI;

1.2 Bahwa Para Penggugat dalam mendudukkan CAMAT
Gunungsitoli selaku PPAT “Notaris”, secara yuridis tentunya

dalam kapasitas sebagai jabatan personal i yang tetap
melekat dan bukan karena ex officio C T Gunungsitoli. Hal
ini sebagaimana dimaksud dalam PP . 37 Tahun 1998

'Q& aturan Kepala BPN

RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Kgteptuan Pelaksanaan PP No.
37 Tahun 1998 Tentang Per abatan PPAT, Pasal 1
angka 1 yang berbunyi t Pembuat Akta Tanah

Tentang Peraturan Jabatan PPAT

selanjutnya disebut P adalah Pejabat Umum, yang
diberikan kewenangaQuP\ membuat akta-akta otentik
mengenai perbuata tertentu mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik At atuan Rumah Susun”. Pasal 1 angka 2
berbunyi “PPAT ENTARA adalah Pejabat Pemerintah
yang ditunj \%a jabatannya untuk melaksanakan tugas

PPAT de&membuat akta PPAT di daerah yang belum

\Vndaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti

telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,

data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan

hukum itu.
(2)Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

% adalah sebagai berikut :

jual-beli;

Q yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan

tukar menukar;

hibah;

pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
pembagian hak bersama;

pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

-~ ® 2 0 T p
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g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian Kuasa Hak Tanggungan.
Ctt. Bahwa dari perbuatan hukum yang menjadi tugas PPAT

di_atas, maka Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

(APHGR) yang menjadi objek sengketa a quo tidak termasuk

ke dalam perbuatan hukum / produk h ng menjadi

tugas dari PPAT., karena sesungg roduk hukum

APHGR semata-mata _hanya menjadi enangan_dari_ex

officio Camat dan bukan sebagai AT)/ PPAT Sementara,
s” | PPAT Sementara

1.4 Pasal 5 PP No. 37 Tahun

PPAT berbunyi : \

(1)PPAT diangkat dan@entikan oleh Menteri;
(2) PPAT diangkat tu daerah kerja tertentu;
(3)Untuk melayan syarakat dalam pembuatan Akta PPAT

di daerah kerjayzyang belum cukup terdapat PPAT atau

entang Peraturan Jabatan

karena produk hukum dari PPA@
adalah berupa Akta Jual-Beli. §

untuk i golongan masyarakat tertentu dalam
pemb Akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk
pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara

T Khusus :
at untuk melayani pembuatan akta di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara,
Q/ Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan
Q akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
program-program pelayanan masyarakat atau untuk
v melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara
sahabat berdasarkan asas resiprositas atau

E pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai

PPAT Khusus;
% 1.5. Pasal 6 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Q PPAT berbunyi “syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT
adalah :

a. berkewarganegaraan Indonesia;
b. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat

keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
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d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. lulusan program pendidikan Spesialis Notariat atau

program khusus PPAT yang diselengg leh lembaga

pendidikan Tinggi;
g. lulus ujian yang diselenggarakan &E Kantor Menteri

Negara Agraria/Badan Pertanahag Nasional.

Ctt. dari_pasal di _atas, salah arat_untuk di_angkat

sebagai PPAT adalah ﬂ_\ program _pendidikan
Spesialis Notariat dhi. s%rsirat bergelar Sp.N., atau
M.Kn.
1.6. Pasal 7 PP No. 37 T@ 98 Tentang Peraturan Jabatan
PPAT berbunyi :
(1) PPAT dapat mekangkap jabatan Notaris;

v

angkap jabatan atau profesi;

\%rtanahan Kabupaten/Kotamadya,;

QZ\Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi

wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang

Q menjadi dasar penunjukannya. Ctt. dalam perkara a quo,

jika contohnya Camat Gunungsitoli juga sebagai PPAT

E sementara, maka wilayah kerjanya adalah khusus
Kecamatan Gunungsitoli.

% 1.8. Bahwa selanjutnya kalaupun Para Penggugat memposisikan

Q CAMAT Gunungsitoli selaku PPAT, seharusnya secara hukum

adalah PPATS “SEMENTARA”, dan bukan PPAT “Notaris”,

dan tentunya produk hukumnya berbentuk AJB dan bukan
berbentuk APHGR, apalagi CAMAT Gunungsitoli yang
menerbitkan APHGR dimaksud belum menjadi PPAT
Sementara,
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1.9. Bahwa Para Penggugat yang menarik CAMAT
GUNUNGSITOLI selaku PPAT adalah merupakan kekeliruan
mengenai orang “Error In Persona” Jo. Yurisprudensi MA.RI
No. 601K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, maka cukup alasan

secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar

2. Exceptio gemis aanhoeda nigheid (Orang itarik sebagai

Tergugat keliru) dari gugatan Para Penggu

2.1. Bahwa dalam gugatannya Para P t hanya menggugat
CAMAT Gunungsitoli, tanpa itkan Pemerintah Kota
Gunungsitoli selaku pejabat ya di atasnya;

2.2. Bahwa seharusnya Para P at mengaitkan Pemerintah

Kota Gunungsitoli selak jabat yang ada diatasnya, hal ini
sebagaimana ditegas aurx

1004 K/SIP/1974,
“Karena Pemerintah

am Yurisprudensi MA.RI. No.

27 Oktober 1977 yang berbunyi

elurahan Krajan digugat dalam
kedudukannya ku aparat Pemerintah, gugatan
seharusnya %En kepada : Pemerintah RI, cq. Depdagri,
Cq. Gub&\lawa Tengah, Cq. Pemerintah Kelurahan
Krajan’

2.3. Bah aimana dimaksud dalam UU. No. 23 Tahun 2014
T emerintahan Daerah, Jo. UU No. 9 Tahun 2015
TentZg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014,

matan “CAMAT” merupakan Satuan Kerja Perangkat

Qaerah (SKPD), yang bertanggungjawab kepada Kepala
aerah melalui Sekretaris Daerah;

kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan

Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet
Ontvankelijke verklaard).

% 3. Eksepsi_tentang penempatan Turut Tergugat tidak sesuai_dengan

QA. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya

Q konskwensi yuridisnya :
3.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan
Pihak penjual dhi. RAHMANIAR (janda alm. FATORO
HAREFA) berdasarkan APHGR No. 592.2/78/APH-
GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013 (an. SAMOTUHO
HAREFA), sebagai Turut Tergugat |, selanjutnya CAMAT
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Gunungsitoli selaku PPAT yang menerbitkan APHGR

dimaksud, ditempatkan sebagai Turut Tergugat Ill a quo;
3.2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya diantaranya

menghendaki Majelis Hakim agar perbuatan Turut Tergugat |

yang menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat
atau dengan pihak-pihak lain adalah%s;ah, serta
menghendaki agar APHGR No. 592.2/7, R/GST/2013,

tanggal 21 November 2013 an. SAMOTUHO HAREFA, yang
diterbitkan Turut Tergugat Il tida @ dan tidak mengikat

“dibatalkan”;
3.3. Bahwa secara yuridis kedu ukum Turut Tergugat
dalam prakteknya terbatas a tunduk kepada putusan

hakim karena Turut Tergugat hanya sebagai pelengkap dalam
suatu gugatan. Turut e:sKal tidak berkewajiban melakukan
sesuatu (tidak mem aya eksekusi), karena posisi Turut
Tergugat adalal
melakukan sesu%“perbuatan”, dan pihak Turut Tergugat
adalah pih \ tidak berkepentingan secara langsung

dalam g , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI

k yang TIDAK Dberkewajiban

/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971, Jo. Yurisprudensi

38K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, dan hal

suai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 1311K/
Pdt/1983, yang menyatakan bahwa “Tidak mungkin

\% adilan membatalkan jual-beli antara Tergugat dengan
i

Q’ ak ketiga, tanpa mengikutkan orang tersebut sebagai

ergugat yang secara tersirat bukan “Turut Tergugat”;

V&Z Bahwa Turut Tergugat | RAHMANIAR adalah pemilik tanah
cg yang telah menjual kepada Tergugat | SAMOTUHO HAREFA

E yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo sehingga

tidak tepat menempatkan RAHMANIAR sebagai Turut

% Tergugat |, akan tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai
Q Tergugat mengingat petitum Para Penggugat yang
menghendaki jual-beli tanah objek sengketa a quo antara

Turut Tergugat | RAHMANIAR dengan Tergugat |

SAMOTUHO HAREFA dinyatakan “Tidak Sah”. Ctt. Dalam

perkara No. 22/PDT/G/2015/PN.GST., tanggal 14 Januari
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2016, Para Penggugat menempatkan pihak penjual
RAHMANIAR sebagai TERGUGAT ;
3.5. Bahwa demikian juga Turut Tergugat Il CAMAT Gunungsitoli

tidaklah tepat ditempatkan sebagai “Turut Tergugat II” akan
tetapi lebih tepat ditempatkan sebagai “Tergugat”, mengingat
Turut Tergugat 1l CAMAT Gunungsitoli pihak yang

berkepentingan langsung dalam perkar yaitu lembaga
yang menerbitkan APHGR dimak uﬁ apalagi dalam

petitumnya Para Penggugat meng d agar Majelis Hakim

membatalkan APHGR dimaksud. 4Ctt,” Dalam perkara No.
22/PDT/G/2015/PN.GST., tan 4 Januari 2016, Para
Penggugat menempatkan p MAT Gunungsitoli sebagai

TERGUGAT. Maka berdasarkan hal-hal di atas, mohon
kiranya kepada Yang @ajelis Hakim agar menyatakan
gugatan Para Pe IDAK DAPAT DITERIMA (Niet
Ontvankelijke verklaar
4. Exceptio plurium litis consortium (Pihak Tergugat tidak lengkap)

4.1. Bahwa Par \ ugat dalam positanya point 3 him. 3, Para
Penggug&ndalilkan tanah objek sengketa a quo
merupakan tanah warisan dari alim. FOLO’O HAREFA yang
seb diwarisi dari alm. BUAMBOWO HAREFA, yang
di pada kesepakatan ahli waris alm. BUAMBOWO

HAREFA dan juga putusan-putusan pengadilan;

4.2% a selanjutnya dalam point 4 him. 3 gugatan Para

Qenggugat a quo mendalilkan “bahwa objek sengketa tersebut
adalah bagian dari tanah sebagaimana diterangkan dalam

surat keterangan PN. Gunungsitoli tanggal 14 Agustus 2003

cg oleh Pansek PN. Gunungsitoli .... dari hasil pengukuran yang
€ 4.3.

dilakukan oleh PN. Gunungsitoli saat itu .... dstnya...” ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutkan
% pihak-pihak / termasuk ahli waris dari alm. BUAMBOWO
Q HAREFA, mengingat tanah objek sengketa a quo merupakan

tanah warisan dari alm. BUAMBOWO HAREFA sebagaimana
pihak dalam perkara perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS.,
tanggal 14 September 1990 tersebut, minimal sebagai Turut
Tergugat dalam perkara a quo, yang bertujuan agar pihak-

pihak dalam perkara a quo menjadi lengkap serta agar tidak
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menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak lain yang tidak

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini karena
objek sengketa a quo tidak dapat dilepaskan dari perkara No.
17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo.
Putusan PT. Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN.,

tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan%. No. 1919
K/PDT/1991, tanggal 28 Septemberg,19 (Inkract Van

Gewisjsde), Jo. perkara No. 10/PDT/ &#E\I.GST., tanggal
7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sutara No. 145/PDT
/2006/PT.MDN., tanggal 23 N@ 2006, Jo. Putusan
MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, 27 Maret 2007,

4.4. Bahwa gugatan kurang @oleh Mahkamah Agung

dianggap sebagai cacat rin persona dalam bentuk plurium

litis consortium, sebagal dalam Putusan MA.RI. No. 938
K/Sip/1972, tanggal tember 1972, Jo. Putusan MA.RI.
No. 1125 K/Pdt/1984, Putusan MA.RI. No. 365 K/Pdt/1984,
tanggal 10 Juni . Maka berdasarkan hal-hal eksepsi di

menyata ugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard).

ugat kabur / tidak jelas (obscuur libel)

atas, mohoaﬂq’\ a kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar

nggugat dalam membuat gugatannya adalah penuh
dengan rekayasa, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum

ya sebagai dasar untuk menuntut di Pengadilan;
2. Para Penggugat di dalam gugatannya tidak mampu
menjelaskan tentang peristiwa hukum / fakta hukum apa yang
Veadi terhadap tanah objek sengketa a quo sehingga Para
CQPenggugat mendalilkan sebagai miliknya, akan tetapi hanya
E didasarkan atas tanah objek sengketa a quo sebagai warisan, dan

(5

tentunya hal yang demikian bertentangan dengan hukum, karena
% akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak lain untuk
Q menguasai harta orang lain yang telah dimiliki dengan cara yang

sah secara hukum, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI
No. 6K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar
gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas

tanah sengketa tidak jelas”;
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3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah

objek sengketa adalah miliknya sebagai kesepakatan para ahli
waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan juga putusan-putusan
pengadilan, tanpa menyebutkan secara terperinci isi dari pada
kesepakatan para ahli waris, apakah kesepakatan para ahli waris
tersebut hanya mengatur tentang ahli waris darj 'O HAREFA,

atau mengatur juga objek-objek yang menjadi dari ahli waris
BUAMBOWO HAREFA, mengingat FOLO’ EFA bukan satu-
satunya anak kandung dari BUAMBOQAREFA akan tetapi
sebanyak 6 orang anak kandung,@ k suami dari Turut
Tergugat | RAHMANIAR, yang ber ATORO HAREFA, serta
Para Penggugat dalam gugata idak menjelaskan tentang
putusan-putusan pengadilans@ dimaksud Para Penggugat
tersebut, baik nomor perkara

beserta batas-batasnya mar putusannya, sehingga Para
Penggugat menyatakan@sengketa sebagai miliknya;

4. Bahwa hal ini senga ilakukan oleh Para Penggugat untuk
mengaburkan te bjek sengketa a quo, karena jika dalam

gugatannya P enggugat menjelaskan secara rinci tentang isi

para pihak, objek-objek tanah

dari pada kesepakatan para ahli waris tersebut, juga pihak-pihak

an-putusan pengadilan tersebut, maka akan
n terang-benerang bahwa objek sengketa a quo

telah diputus sah secara hukum oleh pengadilan berdasarkan

ke Mn “Musyawarah” para ahli waris alm. BUAMBOWO
tentang objek kebun bidang A.1 s.d A.14, SAH
NURUT HUKUM, dan objek sengketa masuk dalam bidang
Ve?un A.1l, yang nampak dengan jelas dan relevan batas-batas
bidang A.1 tersebut sebagaimana dimaksud dalam putusan

C917/PDT/G/1989/PN.GS., dengan batas-batas objek sengketa a quo

% sesuai APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21
% November 2013 an. SAMOTUHO HAREFA,;

Q 5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 4

him. 3, tidak menjelaskan siapa-siapa sajakah yang menjadi saksi-

saksi dalam pengukuran tersebut, diketahui aparat pemerintah

desakah ataukah tidak, dan lagian kalaupun ada pengukuran dari
pengadilan tersebut (faktanya tidak ada), bukan sebagai bukti

kepemilikan yang sah tentang objek sengketa a quo, karena jika hal
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tersebut dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah, maka

dimungkinkan terjadi abuse of power yang dapat mengakibatkan
kerugian dari pihak lain sebagai pemilik yang sah secara hukum.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud di atas,
dan Yurisprudensi MA.RI. No. 243 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari

1977 Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 879 K/Pdt/1 hon kiranya
kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar men kam gugatan Para
Penggugat TIDAK DAPAT DITERIM iet Ontvankelijke
verklaard).
l. TENTANG POKOK PERKARA %
1. Bahwa Tergugat I-1l serta Turut Tergu nolak keras seluruh dalil
Para Penggugat dalam gugatanny ali dalam hal yang diakui

secara tegas dan utuh, dan mohég agar bagian ini, tidak terpisahkan

dari eksepsi; Q
2. Bahwa sebelum Tergug guraikan bukti otentik tentang

kepemilikan Tergugat I-II@dap tanah objek sengketa a quo,

terlebih dahulu diurai ng objek bidang kebun A.1 yang telah
diputus SAH SE HUKUM dalam perkara perdata No.
17/PDT/G/1989/PN'GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT.

1991, Jo. MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28

Septembe Jo. perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7

Juli 2005,% Jo. Putusan PT. Sumatera  Utara  No.

145/N 6/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan

,'Q 0. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan batas-
as'ebjek bidang kebun A.1, sebagai berikut :

Sumatera Uta; No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari

6. Objek A.1 berupa Sebidang kebun yang terletak di Gunung Sabango/Jin.
Lauru, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias
sekarang Kota Gunungsitoli), Provinsi Sumatera Utara, sebelum dibagi
kepada 3 orang ahli waris dengan batas sebagai berikut :

% - Timur : Kebun INA WILY, LAERO MENDROFA, AMA RELI,
Q AMA WAOGO’ARO HAREFA, dan MAEMUNAH HAREFA,
- Barat : Kebun SAROZIDUHU HAREFA, ALM. PN. HAREFA,
INA LIAMI
e Utara :Kebun AMA NIADA (orang tua Tergugat IlI), KADONGO
als. MAEMUNAH HAREFA,
¢ Selatan :Kebun AMA WATISA HAREFA.
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Kebun ini jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, Alm.
FATORO HAREFA dan TETANO HAREFA, dan bagian yang
menjadi milik alm. FATORO HAREFA dijual oleh istrinya dhi.
Turut Tergugat | RAHMANIAR dalam perkara a quo, kepada
Tergugat | SAMOTUHO HAREFA, berdasarkan APHGR No.
592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 No 013, luas *
2.576m2.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para -n point 3 him. 3
yang berbunyi “Hal ini berdasarkan kesepa @ para ahli waris alm.
BUAMBOWO HAREFA dan juga putusa@ n pengadilan tentang
menetapkan dan pembagian harta an alm. BUAMBOWO
HAREFA bahwa “tanah kosong elola sendiri berdasarkan
usaha sendiri adalah hak masing!NQing ahli waris tersebut” dhi. tidak

termasuk dalam pembagian h@nsan orang tua”. Bahwa dari dalil
Para Penggugat tersebut tessi

eolah-olah kesepakatan para ahli

waris _alm. BUAMBOWO‘ H FA dan juga putusan pengadilan

tentang _menetapkan ian harta warisan _alm. BUAMBOWO

HAREFA adalah ,®bjeks, tanah kosong vyang dikelola sendiri

berdasarkan usa diri;
4, Bahwa dalil

ra Penggugat di atas tidaklah benar karena
hli waris BUAMBOWO HAREFA berdasarkan

ara ahli waris adalah tentang kebun-kebun dari

Nomor A.1 sid A.14, hal ini sebagaimana tersurat dalam putusan No.
17/PIW39/PN.GS., him. 5 point A yang berbunyi “Kebun-kebun,
.Q elapa, para ahli waris membenarkan dan menyetujui
dasarkan musyawarah telah menjadi bahagian yaitu...dstnya”, dan
pertimbangan majelis hakim him. 40 paragraf 3 “Menimbang, bahwa
@s penguasaan tanah A.1 s/d A.14 tersebut di atas, baik oleh

Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat (para ahli waris

BUAMBOWO HAREFA), mereka tidak mempermasalahkannya satu

% sama lainnya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan
Q mempertimbangkannya” dengan amar “Menetapkan pembahagian
dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA

kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14

SAH MENURUT HUKUM” dhi. objek sengketa a quo tepatnya berada

dalam objek A.1, yang telah dijual oleh janda alm. FATORO HAREFA
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dhi. Turut Tergugat | RAHMANIAR kepada Tergugat | SAMOTUHO
HAREFA,;

5. Bahwa dalil Para Penggugat tentang “tanah kosong yang dikelola
sendiri berdasarkan usaha sendiri adalah hak masing-masing ahli
waris tersebut” dhi. tidak termasuk dalam pembagian harta warisan

iajukan Para

orang tua”, sebelumnya dalil tersebut juga per

Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Par
Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal
7 Juli 2005, him. 11 paragraf 4 vang ber

Penggugat membaca putusan MA.RI . 1919 K/PDT/1991, tanggal
28 September 1992 tersebut di mar No. 4 Dberbunyi
“Menetapkan kebun-kebun, sawah, kelapa dan rumah berikut

dengan tanaman, kecuali yang“ditanami sendiri oleh seorang ahli
waris, merupakan harta pening n alm. BUAMBOWO HAREFA",
selanjutnya dalil tersebut ipertimbangkan oleh Majelis Hakim
sebagaimana  dalam @Uangan putusan  perkara  No.
10/PDT/G/2004/PN.GST. gal 7 Juli 2005, him. 49 paragraf 3 yang
berbunyi “Menimb hwa penafsiran Penggugat-Penggugat
tentang amar p@A. tanggal 28 September 1992, No. 1919
K/PDT/1991, agaimana disebutkan di atas yang dijadikan dasar
oleh Penggu ggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara
ini adala akan penafsiran yang keliru dan tidak tepat

menurut hokum, karena yang dimaksud oleh amar putusan

Mah Ngung yang berbunyi ‘Menetapkan kebun-kebun, sawah,
@apa dan rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang
itanami sendiri oleh seorang ahli waris, merupakan harta
%qalan alm. BUAMBOWO HAREFA', adalah tanaman yang
@anami oleh salah seorang ahli waris, TIDAK TERMASUK harta

peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum DAN TIDAK
% DIMAKSUDKAN bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang ahli

waris adalah menjadi bahagian ahli waris yang menanaminya”;

Q 6. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No.
10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, him. 49 paragraf 3
tersebut di atas secara tersurat dan tersirat bahwa yang dimaksud
dengan tanaman yang ditanami oleh salah seorang ahli waris tersebut
adalah yang “DILUAR DARIPADA/'TIDAK” TERMASUK “beberapa”
harta peninggalan BUAMBOWO HAREFA almarhum, dan TIDAK
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DIMAKSUDKAN pula bahwa tanah yang ditanami oleh salah seorang

ahli waris yang ada di_dalam “beberapa” objek harta peninggalan
BUAMBOWO HAREFA adalah “secara otomatis” menjadi bahagian

ahli waris yang menanaminya;

7. Bahwa beberapa objek harta peninggalan alm. BUAMBOWO
HAREFA tersebut berdasarkan putusan No. 17/P, 89/PN.GS.,
tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT era Utara No.
385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari %Putusan MA.RI.
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 Septem 2, Jo. Putusan No.
10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 , Jo. Putusan PT.
Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/P ., tanggal 23 November
2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 21 T/2007, tanggal 27 Maret
2008, yaitu :

e Kelompok A, yang terdiri

ang kebun A.1 s.d A. 14 dan 16
batang batang pohon w»Ctt. Kelompok A inilah baik kebun-

kebun maupun pohontkelapa para ahli waris membenarkan dan

menyetujui berd% MUSYAWARAH telah menentukan
bahagian masi ing dhi. para ahli waris BUAMBOWO

HAREFA tid mpermasalahkannya satu sama lainnya, oleh
karena itu Majelis berkesimpulan, tidak akan
mempert annya dan dinyatakan dalam amar putusan
“Mene pembahagian dari sebahagian harta peninggalan

almarhum, BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang
wun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM”;

. @ pok B, yang terdiri dari bidang kebun B.1 s.d B. 10. Cit.

elompok B inilah yang tidak tercapai kata sepakat para ahli waris

W)AMBOWO HAREFA untuk menentukan bahagian masing-

masing, sehingga para ahli waris _membawa permasalahan

? tersebut ke pengadilan.
. Bahwa beberapa bidang kebun yang menjadi bahagian Para
% Penggugat a quo/Para Penggugat dalam perkara No. 10/PDT
Q /G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005 selaku ahli waris dari FOLO'O
HAREFA, berdasarkan kesepakatan para ahli waris yang dinyatakan
secara hukum melalui putusan pengadilan dhi. terkait objek bidang
A.l s.d A.14, yaitu :
8.1 Terdapat di objek kebun bidang A.4 berupa “Sebidang kebun yang
biasa disebut kebun AMA BOHOU/UMBU ITI (Kabuzare) terletak
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di lingkungan Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias

“Sekarang Kota Gunungsitoli”, Prov. Sumut, dan berbatas

sebelah:

- Timur : Kebun THOMAS HONDRGO;

- Barat : Kebun AMA WATISA HAREFA,;

- Utara : Kebun TALIZARO HAREFA da OGO;

- Selatan : Kebun INA LIAMI “Bukan P a quo”, AMA
ASOGO dan KADON Is. MAEMUNAH
HAREFA.

Kebun ini jatuh menjadi bahagian %HAREFA dan FOLO'O

HAREFA.

8.2 Terdapat di objek kebun bidang upa “Sebidang kebun yang

terletak di kebun Zare di pi@(\]alan Desa Sifalaete sebelah-

menyebelah jalan dala@kungan Desa Sifalaete, Kec.
n

Gunungsitoli, Kab. Nia g Kota Gusit”, Prov. Sumut, dan
berbatas sebelah :

- Timur K A GASURI, INA HAOGO dan INA
- Barat un SAROZIDUHU HAREFA;
- Utara . Kebun INA MILINA;

Selat . Kebun INA ASANIA dan B. HAREFA alm.

Kebun?m menjadi HAK BERSAMA dari 6 orang ahli waris

alm. BUAMBOWO HAREFA “termasuk FOLO'O HAREFA".

8.3 m& objek kebun bidang A.8 berupa “Sebidang kebun yang

@ ak di samping rumah kakek KOFANOWA HAREFA sampai
anah LAWINDA dan pekarangan IZA’AKI HAREFA, terletak di

Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota
CD Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

% - Timur : Kebun IZA’AKI HAREFA,;
% - Barat : Batas tanah Desa Sifalaete dengan Kampung

Lawindra;
Q - Utara :Pekarangan rumah Kakek alm. KOFANOWA
HAREFA,;
- Selatan :Kebun INA ASANIA HAREFA.
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Kebun ini jatuh menjadi Hak Bersama dari 6 (enam) orang abhli
waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk FOLO'O
HAREFA”.

8.4 Terdapat di objek kebun bidang A.10 berupa “Sebidang kebun

yang terletak di Lululaza Sebolo (kebun) hafea “karet”, Lingkungan
Desa Sifalaete, Kec. Gunungsitoli, Kab. Ni%ranga Kota
Gusit”, Prov. Sumut dan berbatas sebelah :

- Timur : Kebun KAROSI HAREEA; Q

- Barat . Kebun ANDREAS H alm;

- Utara : Kebun FATOLO EFA dan FOFOGO
HAREFA,;

- Selatan : Kebun alm. F HAREFA.

Kebun ini_jatuh menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, alm.

FATORO HAREFA dan F@HAREFA.
8.5 Terdapat di objek keb g A.11 berupa “Sebidang sawah
yang terletak di La bolo, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec.

Gunungsitoli, Kab ekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan

berbatas sebek&\
- Timur Kebun TALIZARO HAREFA;
- Barat . Tali air Bangowo;
- Utara% Kebun alm. HELALA HAREFA,
- Se : Kebun IZA’AKI HAREFA.
Sawah inijatuh menjadi bahagian FOLO’O HAREFA.
8.6 mdi objek kebun bidang A.13 berupa “Sebidang kebun
@ terletak di duria SOYA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec.

Ny ungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan

berbatas sebelah :
CQ - Timur : Kebun IZA’AKI HAREFA,;
% - Barat : Kebun alm. PN. HAREFA;
% - Utara : Kebun SAROZIDUHU HAREFA,;

- Selatan . Kebun IZA’AKI HAREFA.

Q Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak Bersama dari 6 (enam)
orang ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA “dhi. termasuk
FOLO'O HAREFA".

8.7 Terdapat di objek kebun bidang A.14 berupa “Sebidang kebun
yang terletak di duria LOMBA, Lingkungan Desa Sifalaete, Kec.
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Gunungsitoli, Kab. Nias “sekarang Kota Gusit”, Prov. Sumut dan

berbatas sebelah :

- Timur . Kebun alm. BUAMBOWO HAREFA;
- Barat : Kebun alm. LEO HAREFA;
- Utara . Kebun alm. LEO HAREFA;
- Selatan . Kebun FAT'ARO HAREFA
Kebun ini jatuh menjadi bahagian/Hak B ari 6 (enam)
orang ahli waris alm. BUAMBOWO A “dhi. termasuk
FOLO'O HAREFA”.
9. Bahwa dari kesepakatan para ahli ri AMBOWO HAREFA

sebagaimana dijelaskan di atas Para gat a quo, tidak memiliki
bagian sedikitpun di objek bidan »? sebagaimana objek yang
disengketakan dalam perkara Nan a quo, akan tetapi Para
Penggugat a quo memiliki bagia rdasarkan kesepakatan para ahli
waris BUAMBOWO HARE di objek bidang A.4, A.6, A.8, A.10,
A.11, A.13 dan A.14. @

10. Bahwa dari gugatan%llenggugat a quo dalam perkara No.
10/PDT/G/2004/PN , ®tanggal 7 Juli 2005, TIDAK PERNAH
MEMPERMASAL N tentang objek bidang A.1 s.d A.14 yang
telah menjadi kesepakatan para ahli waris BUAMBOWO HAREFA.
Hal ini seb a dalam dalil gugatannya dalam perkara No.
10/PDT/G/?PN.GST., him. 11-12, yang dikutip secara berturut-
turut dan lengkap oleh Tergugat a quo, paragraf 4 him. 11
berbunyi “Bahwa setelah Para Penggugat membaca putusan MA.RI

K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992 tersebut dimana

4 berbunyi “Menetapkan kebun-kebun, sawah, pohon kelapa

NO.

\/
dap rumah berikut dengan tanaman, kecuali yang ditanami sendiri
@h seorang ahli waris, merupakan harta peninggalan alm.
BUAMBOWO HAREFA". Paragraf 5 him. 11 berbunyi “Bahwa dari

% putusan MA.RI No. 1919 K/PDT/1991, tersebut di atas berarti tanah

yang ditanami sendiri oleh ahli waris menjadi bahagian ahli waris yang

Q menanaminya”. Paragraf 1 him. 12 berbunyi “Bahwa tanah kebun No.
B.3 s.d B.6, kecuali sebagian dari _masing-masing tanah kebun

tersebut yang telah dieksekusi oleh PN. Gunungsitoli, sesuai dengan

Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.
17/Pdt/G/1989/PN.GS., masing-masing tanggal 9 Juli 1993 dan
tanggal 16 Juli 1993 adalah yang ditanami_sendiri_oleh FOLO’O
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HAREFA semasa hidupnya bersama dengan istrinya yaitu Penggugat
I, sedangkan tanah kebun No. B.7 s.d B.9 adalah bahagian FOLO'O
HAREFA alm dari harta peninggalan aim. BUAMBOWO HAREFA,

11. Bahwa sungguh aneh bin ajaib jika sekarang dalam gugatannya, Para

Penggugat a quo mendalilkan tanah milik RAHMANIAR selaku janda

dari FATORO HAREFA diklaim sebagai tanah k ang dikelola
“ditanami” sendiri oleh Penggugat | LIAMI TE NUA bersama
dengan suaminya alm. FOLO’O HAREFA, pa sebelumnya dalam
gugatan Para Penggugat perkara No. 10/ 004/PN.GST., para
Penggugat tidak pernah mengklaim tané Eb(;k sengketa a quo milik
RAHMANIAR yang terletak di bidang agai tanah kosong yang
dikelola “ditanami” sendiri oleh Pe t | LIAMI TELAUMBANUA

bersama dengan suaminya alm.i%O’ HAREFA akan tetapi yang
ditanami_dan dikelola _sendiri tre.mara Penggugat hanya terletak di

bidang No. B.3 s.d B.6,sva leh Majelis Hakim memberikan

pertimbangan bahwa pen ara Pengqugat tentang tanah kebun
yang dikelola “ditanan%ﬂiri sebagai_miliknya tersebut merupakan
penafsiran yang kel fi

idak tepat menurut hukum, dan bahkan

Para Penggugat mengakui tentang kepemilikan Turut Tergugat |
RAHMANIAR (fergugat A.XVII perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST)
terletak di bidang B.6 dengan ukuran 38mx38m;

ya pertimbangan majelis Hakim perkara No.
/PN.GST., him. 49 paragraf 4 berbunyi “Menimbang,
bah as dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat, dhi.

Mn dari Para Penggugat yang keliru dan tidak tepat menurut
%u‘ tersebut sesuai dengan petitum subsidair dan fakta yang
erol

eh dalam perkara ini ..dstnya...”, dan amar putusan No.

@/PDT/G/ZOOMPN.GST., diantaranya “Menyatakan dalam hukum
bahwa Penggugat-Penggugat berhak mewarisi bahagian alm.
FOLO'O HAREFA dari pembahagian harta peninggalan alm.
% BUAMBOWO HAREFA pada tanah B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan
Q B.9, sesuai dengan bahagian masing-masing ahli waris alm.
BUAMBOWO HAREFA, dhi. 1/6 bagian mengingat ahli waris alm.
BUAMBOWO HAREFA sebanyak 6 orang yaitu : FANOTONA
HAREFA, YASON HAREFA, ALUI HAREFA, FATORO HAREFA
(suami RAHMANIAR), FOLO’O HAREFA dan TETANO HAREFA;
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13. Bahwa bagian-bagian Para Penggugat a quo sebagai ahli waris dari

FOLO'O HAREFA, berdasarkan beberapa putusan pengadilan
tersebut secara keseluruhan terletak di bidang untuk : Kelompok A
terletak di bidang A.4, A.6, A.8, A.10, A.11, A.13 dan A.14, serta untuk
Kelompok B terletak di bidang B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 dan B.9,
DAN TIDAK TERLETAK DI BIDANG A.1 SE
MENJADI OBJEK SENGKETA A QUO, maka

terletak di bidang A.1, yang merupakan
alm. FATORO HAREFA dengan a
RAHMANIAR;

14. Bahwa dalam gugatan No. ZRQ/GIZMS/PN.GST., yang telah

diputus pada tanggal 14 Januari 6 dan sudah berkekuatan hukum
tetap, Para Penggugat a ndalilkan objek sengketa a quo
adalah pada bidang B.2, dengan luas + 2.913m2, dan sekarang Para
Penggugat a quo luasnya dengan mendalilkan objek
sengketa seluas = tanpa menyebutkan di bidang mana

terletak objek se a quo. Sungguh gugatan yang aneh bin ajaib

ahli waris yang lain dhi.

arisnya Turut Tergugat |

dan tidak konsisten dalam dalilnya, yang tentunya menunjukkan
gugatan yan erius serta tidak berdasar hukum sama sekali;

15. Bahwa p?hvgugat dan Turut Tergugat | menolak dalil Para
Penggugat gquo him. 3-4 point 6-12, yang pada pokoknya
mendali ara Penggugat menguasai ..dstnya, karena fakta yang
shnya adalah Para Penggugat tidak pernah menguasai objek

Keta a quo, apalagi secara fakta hukum menguasai belum tentu

%ai pemilik yang sah secara hukum yang mungkin bisa dilakukan

dengan cara penyerobotan, karena pemilik yang sah secara hukum
? adalah pihak yang mampu membuktikan kepemilikannya secara

hukum dhi. bukti otentik yang dimiliki Tergugat | SAMOTUHO
% HAREFA yang tidak terbantahkan lagi;

Q 16. Bahwa terhadap tanah objek sengketa a quo milik Tergugat I-Il tidak
pernah dilakukan pengukuran oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli
sebagaimana dalil dari Para Penggugat;

17. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat | membantah dalil gugatan

Para Penggugat a quo point 13-18 him. 4-5, yang mendalilkan
Tergugat | SAMOTUHO HAREFA “mustahil Turut Tergugat Il akan
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mempersulit dirinya” sendiri seolah-olah karena sebagai Kepala Desa
pada saat itu, telah berlaku buruk dalam kaitannya dengan terbitnya
APHGR dimaksud serta dalilnya Para Penggugat bahwa Turut
Tergugat | tidak berhak untuk menjual tanah objek sengketa. Dalil

Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensius

serta memvonis seolah-olah Kepala Desa Sifalaete._{i berlaku jujur

N/

epala Pemerintahan

dalam melaksanakan tugasnya dan hal tunya sangat

menyudutkan jabatan Kepala Desa sebagai

Tingkat Desa, karena tidak terdapat alasa am hukum tentang

hilangnya hak keperdataan seseorang nggara yang merupakan

subjek hukum, jika menduduki jabat la Desa, apalagi Para
Penggugat lupa bahwa yang men APHGR dimaksud adalah
CAMAT GUNUNGSITOLI dan buhKKepala Desa;

18. Bahwa para Tergugat dan Tugit Féggugat | membantah dalil gugatan
Para Penggugat a quo poi 6 him. 5-6, karena dalil tersebut

merupakan dalil yang dir@a dan tidak berdasar hukum sama

sekali;

19. Bahwa tindakan Pa enggugat yang memasang pilar di tanah yang
bukan miliknya @h milik para Tergugat sekitar awal bulan
Desember Tahun 2013 setelah APHGR dimaksud terbit, adalah

i yang bertentangan dengan hukum, dan menjadi

apakah Para Penggugat tidak melaporkan kepada

pihak yang berwaijib jika Para Penggugat mendalilkan objek sengketa
a qu@ai miliknya dan pilar yang telah dipasang oleh Para
@ at tersebut, jika telah dicabut oleh Tergugat I;
20 al'terhadap APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal
ﬁ\l:vember 2013, luas + 2.576m2, an. SAMOTUHO HAREFA yang
@zerbuat oleh CAMAT GUNUNGSITOLI, disaksikan dan
? ditandatangani oleh saksi yang berbatasan sebanyak 9 (sembilan)
orang, diketahui oleh Kades Sifalaete Tabaloho, mantan Kades, ahli
% waris alm. BUAMBOWO HAREFA dan TOKOH MASYARAKAT &
Q TOKOH ADAT, telah melalui tahapan-tahapan dan memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan, seperti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat
Keterangan Kepala Desa, Pengumuman, Gambar Sket, dll.

21. Bahwa APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21
November 2013, luas + 2.576m2, an. SAMOTUHO HAREFA, dijual
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oleh pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan

perbuatan hukum dalam hal menjual tanah objek sengketa a quo
sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan yang telah
dijelaskan sebelumnya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I,
maka secara mutatis mutandis pembeli yang beritikad baik dhi.
Tergugat | SAMOTUHO HAREFA haruslah dilindungi ra hukum;
22. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, a‘hampak dengan
jelas dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan %ara Penggugat

hanya merupakan rekayasa semata yang tilak berdasar hukum sama

pembuktian yang sempurna (Velledig) dan mengikat (bindende)
terhadap tanah objek sengket a\o. Pasal 1868 KUHPerdata, Jo.
Pasal 1870 KUHPerdat a APHGR No. 592.2/78/APH-
GR/GST/2013, tanggal 2 ovember 2013, luas = 2.576m2, yang
diperbuat oleh CAMAT NUNGSITOLI, maka mohon kiranya

kepada Yang Muli Hakim agar menyatakan gugatan Para
& atau

Penggugat DIT SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA.
. DALAM REKON
Bahwa Pengg dR semula Tergugat I-Il dK, menolak semua dalil

Para Tergugat dR, semula Para Penggugat dK, kecuali yang tegas diakui

oleh Pen -1l dR, dan mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam
Konv@nggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan
dari,dalamyRekonvensi ini, dengan komposisi pihak-pihak sebagai berikut :

I S UHO HAREFA, Laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, WNI., Kristen
rotestan, £ 38 Thn., beralamat di Jin. Diponegoro No. 384, Desa
?’ alaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I dR ;
. 4 RILIANI MENDROFA (Istri SAMOTUHO HAREFA), Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Kristen Protestan, £+ 34 Thn., beralamat di Jin. Diponegoro No.

384, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Il dR.
Dengan ini hendak mengajukan gugatan rekonvensi kepada :
l. LIAMI TELAUMBANUA (janda alm. FOLO’O HAREFA), perempuan, + 72
thn, WNI., Ibu Rumah Tangga, Kristen Protestan, beralamat di Jin.
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Diponegoro, Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota

Gunungsitoli.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dR;
. FA’ARO BAZATULO HAREFA, Laki-laki, umur + 43 thn, WNI.,

Wiraswasta, Kristen Protestan, beralamat di Jin. Diponegoro No. 375,

Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gun i

Selanjutnya disebut sebagai AT Il dR;
Ill.  TUHOZARO HAREFA, Laki-laki, umur + 41 thn ., Nelayan, Kristen
Protestan, beralamat di Jin. Diponegoro N C, Desa Sifalaete

Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Selanjutnya disebut sebagai ---------------- --%£ TERGUGAT Il dR ;

IV. AROZATO HAREFA, Laki-laki, umur £ WNI., Wiraswasta, Kristen
Protestan, beralamat di Jin. Dipwro No. 375, Desa Sifalaete
Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota@gsitcli.

Selanjutnya disebut sebagai -;se--sssf=mmomememeeeeen TERGUGAT IV dR.
Bahwa adapun gugatan rekon@iari Penggugat I-1l dR ini di dasarkan
pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I-Il d akan pemilik tanah objek sengketa a quo

yang terletak di D Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota
Sumatera Utara, berdasarkan APHGR No.
013, tanggal 21 November 2013, luas =
2.576m2, an. TUHO HAREFA yang diperbuat oleh CAMAT
GUNUNGSITOLFE, dengan pihak penjual RAHMANIAR (janda dari
FATORO A) dengan batas-batas sebagai berikut :

) UtaQ anah milik SABARDIN HAREFA dan SOAROTA HAREFA,
. T% Tanah milik SUDINA ZEBUA (istri dari TETANO HAREFA),

Gunungsitoli  Pro
592.2/78/APH-G

o _Selatan: JALAN SETAPAK
t : TANAH MILIK MARINUS GEA

2. ?hwa tanah sengketa a quo yang dijual oleh RAHMANIAR tersebut
imilikinya (bagian sebagai ahli waris dari suaminya FATORO HAREFA
%yang merupakan anak kandung dari BUAMBOWO HAREFA), berdasarkan
Q kesepakatan “MUSYAWARAH” para ahli waris dari alm. BUAMBOWO
HAREFA, vyang dinyatakan secara hukum dalam putusan No.
17/PDT/G/1989/PN.GS., tanggal 14 September 1990, Jo. Putusan PT.
Sumatera Utara No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991,
Jo. Putusan MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,
Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo.
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Putusan PT. Sumatera Utara No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23
November 2006, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27
Maret 2007, dengan amar diantaranya yaitu “Menetapkan pembahagian
dari sebahagian harta peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA
kepada ahli warisnya tentang kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH
MENURUT HUKUM", dimana objek sengketa a quo alam kebun
bidang A.1;

3. Bahwa mengingat Putusan MA.RI. No. 1919
September 1992 Jo. Putusan MA.RI. No. 21

Maret 2007 dikeluarkan oleh lembaga yan@

/1991, tanggal 28
DT/2007, tanggal 27

erwenang, maka mohon

kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hak g mengadili perkara ini
menyatakan Putusan MA.RI. No. K/PDT/1991, tanggal 28
September 1992 Jo. Putusan MA.RINNo. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27

Maret 2007, sah menurut hukum; Q
4. Bahwa selanjutnya tanpa seizi epengetahuan Penggugat I-1l dR

yaitu sekitar awal bulan Desem Tahun 2013 setelah APHGR No.
592.2/78/APH—GR/GST/20135 ?ggal 21 November 2013 terbit, Para
Tergugat dR melaku

kan&
dR tersebut; &

5. Bahwa perbuatan Rara Tergugat dR tersebut merupakan perbuatan yang

angan pilar di tanah milik Penggugat |-

ntunya membawa kerugian kepada Penggugat I-
yang telah membeli dengan itikad baik yang

dibuktikan dengam bukti otentik yang diterbitkan sesuai dengan proses
yang diWalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jo.
Yurisi MA.RI. No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958
yang _berbynyi “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus
dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”, maka
kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan APHGR
0. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21 November 2013, luas *
%Emz, an. SAMOTUHO HAREFA, yang diperbuat oleh CAMAT
%GUNUNGSITOLI ADALAH SAH SECARA HUKUM, serta mohon kiranya
juga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menyatakan perbuatan Para Tergugat dR sebagai perbuatan melawan
hukum;
6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Para Tergugat dR berupa memasang pilar di tanah milik Penggugat I-1I

dR, telah membawa kerugian immateril kepada Penggugat I-1l dR, berupa
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tertekannya psikologis Penggugat I-1l dR, karena terus memikirkan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dR, rasa malu
terhadap keluarga dan tetangga yang tentu saja telah berakibat
tercemarnya nama baik Penggugat I-1l dR di mata masyarakat yang
semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat I-1I
dR berpendapat sangat pantas dan beralasan jika ulia Majelis
Hakim menghukum Para Tergugat dR untuk me anti kerugian
immaterial kepada Penggugat I-1l dR, yang jika '%&m sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

7. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis@ ang memeriksa dan

mengadili perkara ini, memerintahkan Par gat dR untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dari perkara ir@

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mawnggugat I-1 dR mohon kiranya

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriKs n mengadili perkara ini, berkenan

memberikan putusan sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan Peflggugat I-1l dR untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Te%R telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum kepada Pe g% -l dR;
3. Menyatakan Pu& A.Rl. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28

September 1992, Jo. Putusan MA.RI. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal

SECARA HUKUM,;

GR No. 592.2/78/APH-GR/GST/2013, tanggal 21
November 2Q13, luas + 2.576m2, an. SAMOTUHO HAREFA, SAH
SECWKUM;

5. tahkan Para Tergugat dR membayar ganti kerugian
immatéeril kepada Penggugat I-Il dR, yang jika dirupiahkan sebesar

. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

embebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dR.

aka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis
memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM KONVENSI

Q TENTANG EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I-Il dK dan Turut
Tergugat I.
TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat dK untuk keseluruhannya.
II. DALAM REKONVENSI
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- Mengabulkan gugatan Penggugat I-1l dR untuk keseluruhannya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata ini berpendapat lain, maka Tergugat I-Il dK / Penggugat I-
Il dR dan Turut Tergugat | mohon kiranya memberikan putusan yang
seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca, jawaban dari kuasa hukum Turut Terban%emula Turut
Tergugat Il dan Turut Terbanding Il semula sebagai T ugat Ill, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi: Pada Surat Gugatan halaman @ pada Alinea Kedua
pain | (satu) dituliskan "bahwa Pengguga@ah ibu kandung dari
Tergugat 2 s/d Tergugat 4", kalimat/dali n Penggugat ini sama
sekali tidak benar, sebab Penggugat ukanlah ibu kandunq dari

Tergugat - | an. Samotuho Harefa daﬁquqat - Il an. Riliami Mendrofa,

tidak ada hubungan darah antara Sa 0 Harefa (Tergugat - I) dengan
Riliami Mendrofa (Tergugatn—Co an demikian dalil gugatan Para

Penggugat sulit untuk dimengerti,jatau siapa yang dimaksud dengan
Penggugat ? sehingga gu Para Penggugat obscuur libel, dengan
alasan tersebut di atas N n Para Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat dimengerti; &
2. Bahwa Turut Tergugat - IV Camat Gunungsitoli, benar ada mengeluarkan
gan Ganti Rugi No. 592.2/78/APH.GR/2013 tgl. 1

sebidang tanah yang terletak di desa Sifalaete

Akta Pelepasan

November 20
Kecamatan Gunugg Sitoli Kota Gunungsitoli, seluas + 2.576 M? atas tanah
objek se Nari Tergugat - | Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro
Harefda Tergugat - | Samotuho Harefa ;

3. Ba it Tergugat - 1l Kepala desa Sifalaete dan Turut Tergugat - 1V

C Gunungsitoli ( selaku PPAT), telah melakukan penelitian dan
@ hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
? 9 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 yang memperbaiki Putusan
engadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.
Q 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990, dimana tanah objek
sengketa secara fisik dalam penguasaan fihak yang dimaksud dalam
putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 171Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14
September 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31 Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1919 K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992, yaitu Turut
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Tergugat - | Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro Harefa), tanah objek

perkara dalam perkara a quo tidak termasuk sebagai objek gugatan dalam
perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs tgl. 14 September 1990 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 385/Pdt/1990/PT.Mdn tgl. 31

Januari 1991 jo. Mahkamah Agung Republik In% No. 1919
K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 (vide halam uf A angka 1
putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 17/Pdt.G{1989/PN.Gs tgl. 14
September 1990), dan oleh karena pthengadilan Negeri
Gunungsitoli No. 17/Pdt.G/1989/PN.Gs t% eptember 1990 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. t/1990/PT.Mdn tgl. 31
Januari 1991 jo. Mahkamah Agung blik Indonesia No. 1919
K/Pdt/1991 tgl. 28 September 1992 tersebut sudah berkekuatan hukum,

maka Surat Pernyataan Penguaﬁl bidang tanah tgl 16 Oktober
2013 atas tanah objek sengke ama Tergugat - | Rahmaniar (ahli
waris dari aim. Fataro Haref an Surat Akta Pelepasan Hak dengan
Ganti Rugi No. 592,2/78/APH-GR/GST/2013 tgl. 21 November 2013 yang
diterbitkan oleh Turut T - IV Camat Gunungsitoli atas tanah objek
sengeta dari Turut T, at - | Rahmaniar (ahli waris dari alm. Fataro
Harefa) kepada Tergugat - | Samotuho Harefa, sah menurut hukum;
Berdasarkan hal ian tersebut di atas maka dengan hormat kami
mohon kepada Maijeli kim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memutuska
1. Menolak Para Penggugat seluruhnya;
2. Mengh@ara Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dal erkara ini;
?/I%b:ca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:18/Pdt.G
/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari 2017 yang amar berbunyi sebagai berikut:
DA ONVENSI

Eksepsi
-4 'Menolak eksepsi Tergugat Konvensi |, Tergugat Konvensi Il ,Turut

Q Tergugat |, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill ;
Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi | dan Penggugat Rekonvensi Il

untuk seluruhnya;
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DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus
enam puluh enam ribu rupiah);
Membaca, Relaas Pemberitahuan putusan Nomor:18/Pdt.G/2016/PN

Gst, yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita pad dilan Negeri
Gunungsitoli yang menerangkan bahwa putusan engadilan  Negeri
6%16/

Gunungsitoli tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 18/Pd PN Gst, telah
diberitahukan secara sah dan putut kepada FIRMAN ’@ A, SH.,selaku kuasa
d

Turut Terbanding 1l

| 24 Januari 2017 Nomor.
05/Bdgkta.Pdt//2017/PNGst. yang dibuat TORMAN T. MENDROFA, SH.,

Panitera Pengadilan Negeri Gunungs@?ng menyatakan bahwa kuasa
hukum para Pembanding semula at, telah mengajukan permohonan

banding atas putusan P i Negeri  Gunungsitoli ~ Nomor
18/Pdt.G/2016/PN Gst., tanggaé«aﬂ 2017,

Membaca Relaas Pe@huan Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst
Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yahg dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pernyataan banding
anding semula para Penggugat tersebut, telah

Membaca, Akte Pernyataan Banding

hukum Turut Terbanding Il semula Turut Tergu%
semula Turut Tergugat Il pada tanggal 25 Jar% :

kuasa hukum para P
diberitahukan dengangéah dan patut kepada Turut Terbanding | semula Turut
Tergugat | melaw Saumbo pada tanggal 27 Februari 2017 dan kepada
Turut Terba '\semula Turut Tergugat Il pada tanggal 27 Februari 2017,

Memb elaas Pemberitahuan Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/PN Gst
Jo.05/Bd ta.Pdt/PN Gst., yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa Jurusita
Pengdadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pernyataan banding

um para Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah

itahukan dengan sah dan patut kepada kepada Terbanding | semula

gat |, kepada Terbanding Il semula Tergugat I, serta kepada Turut

QT rbanding Il semula Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 6 Maret
2017,

Membaca memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula
para Penggugat tanggal 15 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana dengan
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tanda terima Memori Banding tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh
TEMAZIDUHU HAREFA, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:18/Pdt.G/2016/
PN Gst.,Jo.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang dilaksanakan Fenus J.A.Mendrofa

Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkag bahwa salinan

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserah an sah dan

patut kepada kuasa hukum para Terbanding semula pa gat dan Turut
2017 dan kepada

Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat Il sert rbanding Il semula

Terbanding | semula Turut Tergugat | pada tanggal 2
Turut Tergugat Il masing-masing pada tanggal 3 ret2017;

Membaca kontra memori banding da@ hukum para Terbanding
semula para Tergugat dan Turut Terbanding I s la Turut Tergugat I, tanggal
29 Maret 2017 yang diterima di Kepani engadilan Negeri Gunungsitoli

pada tanggal 29 Maret 2017 dan satu set salinan kontra memori banding

tersebut telah diserahkan dan diberita n dengan sah dan patut oleh Fenus

J.A.Mendrofa Jurusita Pengadila

para Pembanding semula parx\

Turut Tergugat Il dan kep& ut Terbaning Il semula Turut Tergugat IlI
pada tanggal 31 Maret 2017;

ri Gunungsitoli kepada kuasa hukum

ggugat, kepada Turut Terbanding Il semula

Membaca, Rel beritahuan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor:18/Pdt.G/20 st.,J0.05/Bdg/Akta.Pdt/PN Gst., yang diberitahukan
Fenus J.A.Mendrofa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada kuasa
hukum para ing semula para Penggugat pada tanggal 9 Februari
2017, kepa Terbanding Il semula Turut Tergugat Ill pada tanggal 27
Februari 201 7%kepada Terbanding | semula Tergugat | dan kepada Terbanding
II semulaNFergugat Il serta Turut Terbanding | semula Turut Tergugat I,
masifng- Ing pada tanggal 6 Maret 2017 yang menerangkan bahwa telah
dib sempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

adilan Negeri Gunungsitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas perkara

le irim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para

Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
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menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam
Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi menolak putusan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN Gst, tang anuari 2017

dengan mengajukan alasan — alasan memori banding p oknya sebagai

berikut:
1. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halam@pai denga halaman

60 Putusan a quo yang menyatakan “...... jek ssengketa a quo objek

Perkara A.1 yang merupakan bagian d n Harefa, Fatoro Harefa

(Suami Tergugat-1)....” adalah pertimban hukum yang keliru sebab
berdasarkan Bukti P.4 berupa Berita
Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS JG@ mor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo
Nomor : 1919 K/PDT/1991, te@l 14 Aqustus 2003, yang dilakukan
oleh  Panitera/Sekretaris an

didampingi oleh 2 (dua) o saksi yang juga pegawai Pengadilan Negeri
Gunungsitoli saat itu d&@m
beberapa hal, sbb :

a. Bahwa objek perkal

ara Peninjauan Tanah Perkara

Negeri Gunungsitoli dengan

ngan para saksi sudah cukup jelas tentang

quo tidak termasuk dalam objek Perkara Nomor :
S Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo Nomor :

1919 K/PDT/
b. Bahwa jek perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor :

385/PP /PT-MDN Jo Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut tidak

sert menjadi hak para pihak yang di hunjuk karena tidak melalui

p?ﬂhan kepada yang berhak dan amar putusannya bersifat
ataan.

. a penyerahan kepada yang berhak terhadap suatu objek perkara
éangat di perlukan untuk memastikan objek yang menjadi hak yang
% bersangkutan. Sebab seharusnya segala sesuatu yang telah diproses
secara hukum wajib hukumnya diselesaikan sesuai prosedur hukum

Q pula.
Bahwa hal ini juga didukung dengn Jawaban Turut Tergugat-2 dan Turut
Tergugat-3 yang menyatakan bahwa objek perkara tidak termasuk dalam objek
perkara Nomor : 17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-MDN Jo

Nomor : 1919 K/PDT/1991 tersebut juga termasuk objek A.1 s/d A.14 tersebut.
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2. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 60 paragraf 2 Putusan a quo

yang menyatakan “.... adalah hanya dibandingkan sebatas objek B-1
sampai dengan B-9 dan tidak ada dijelaskan tanah tersebut
dibandingkan dengan objek A-1 sampai dengan objek A-14" adalah
Pertimbangan hukum yang keliru sebab objek Perkara Nomor

17/Pdt.G/1989/PN-GS Jo Nomor : 385/PDT/1990/PT-M omor : 1919
K/PDT/1991 tersebut juga termasuk objek A.1 s/d 4 B.1 s/d B.9,
akan tetapi Objek Perkara B.1 s/d B.9 telah melalui ®roses Perkara lain

yaitu Putusan Pengadilan Nomor : 10/Pdt.G/ -GS Jo. Nomor :
145/PDT/2006/PT-MDN Jo. Nomor : 2131 @
tersebut telah diserahkan melalui tahapan E .

3. Tentang Pertimbangan Hukum pada Hal 5 paragraf 1 dan Halaman
76 paragraf 1 Putusan a quo yan enyatakan “.... fotocopy Akta
NGR) Nomor : 592.2/78/APH-

GR/GST/2013 tanggal 21 Nov 013 An. Samotuho Harefa....”,
adalah Pertimbangan hukum ‘yang/keliru, sebab telah terbukti bahwa

7 dan objek perkara

Pelepasan Hak dengan Ganti R

APHGR dimaksud diterbitkan asarkan persyaratan yang mengandung

cacat hukum; \
a. Bahwa sebagaiman&m gugatan Para Penggugat/Para Pembanding

bahwa Terguga sebagai Pembeli An. Samotuho Harefa saat

terjadinya pro j beli objek perkara adalah berstatus sebagai

Kepala De ?aete Tab. Gunungsitoli, maka dengan demikian

proses jual beliatas objek perkara dilakukan secara melawan hukum,

karena Mt-B selaku Pembeli tentunya tidak akan bersifat objektif

unt@jalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meneliti
keben asal-usul tanah dimaksud;

b. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dasar Camat dalam menerbitkan

GR dimaksud kepada Para Tergugat adalah Surat Pernyataan

enguasaan Fisik Tanah oleh Penjual, Turut dibenarkan oleh Kepala

%)esa; Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam sengketa, Turut dibenarkan

oleh Kepala Desa; dan beberapa surat lainnya; surat-surat tersebut

Q sebagai syarat mutlak kepada Camat (Turut Tergugat-3) untuk

menerbitkan APHGR tersebut;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa “Surat Pernyataan

Penquasaan Fisik Tanah” yang ditanda tangani oleh Rahmaniar

(Penjual) dan Turut dibenarkan oleh Kepala Desa Sifalaete Tab.
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Gunungsitoli sebagai dasar diterbitkannya APHGR, tidak benar atau

rekayasa;

4. Tentang Pertimbangan Hukum pada Halaman 76 Paragraf 3 Putusan a quo
yang menyatakan “.... objek perkara telah beralih pemilikannya kepada
orang lain yaitu Tergugat Konvensi-1/Penggugat Rekonvensi-1...".
Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimban keliru dan
tidak berdasar, sebab tidak dinyatakan dengan tega I pertimbangan
hukumnya, apakah APHGR milik Tergugat/Terbandi tau tidak?

'@ Pengadilan No.:

17/Pdt/G/1989/PN-GS  tanggal 14  Septepibe 1990 Jo No.:
385/PDT/1990/PT.MDN tanggal 31 Januari 0 No.: 1919 K/PDT/1991
tanggal 28 September 1992, maka diketahui bahwa Amar

Putusannya adalah bersifat Deklaratoindan objek Perkara dimaksud tidak

pernah dilakukan penyerahan kepada ut Tergugat-1 dan apalagi Turut
Tergugat-2;

5. Tentang Pertimbangan HukumiPutusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
dalam Perkara a quo tidak sesuai,dengan Fakta-fakta Persidangan, karena
selain Bukti-bukti Surat & ah diajukan Para Penggugat/Pembanding
dalam Persidangan, &rangan Para Saksi baik Saksi Para

Penggugat/Pembanding maupun Saksi Para Tergugat/Terbanding tidak

dipertimbangkan tuh dan proporsional, akan tetapi Majelis Hakim

hanya berped ngan APH-GR yang Para Tergugat/Terbanding

padahal tentang enaran APH-GR dimaksud sudah terbantahkan dalam

Persidang\V

Bah amping itu nampak pula bahwa Majelis Hakim dalam

pemberi imbangannya telah memihak kepada Para Tergugat /
Terbanding{ vyaitu dengan Para Penggugat/Pembanding yang dapat

pembuktian Gugatan Para Penggugat/Pembanding.
aka para Pembanding semula para Penggugat memohon kiranya
n Pengadilan Medan c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
emeriksa, memutuskan dan mengadili dalam perkara ini, memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para
Penggugat DK/Tergugat DR.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang
dimohonkan Banding tersebut,
Dan dengan mengadili sendiri :
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A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Terbanding dahulu Para Tergugat
dan Turut Tergugat-1 atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan menolak gugatan Para Pembanding da}-%a Penggugat
dk/Para Tergugat dr untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi : q

- Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi u @ ruhnya;
D. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Terbanding dahulu Pa gat dk/Para Penggugat
dr untuk membayar biaya-biaya yang t alam perkara dalam semua
tingkat peradilan dalam perkara ini; \

Menimbang, bahwa kuasa huku nding | semula Tergugat | dalam

Konvensi/Penggugat dalam Rekon ; Terbanding 1l semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam @/ensi dan Turut Terbanding | semula
Turut Tergugat I, telah mengajukan tra memor banding yang pada pokoknya

sebagai berikut;

N
a. Bahwa bukti kepemilikm Terbanding terhadap tanah objek sengketa a
quo adalah Akta Oténtik yang bernilai sempurna yang tidak terbantahkan
berupa Akta Pelep%k dengan Ganti Rugi (APHGR) No. 592.2/78/APH-
GR/GST/2013, t al 21 November 2013, luas + 2.576m2, an. Tergugat
I/Terbandingal, SAMOTUHO HAREFA (ASLI) Jo. BUKTI T.I-11 & TT.l1 — 9 Jo.
Pasal \GJHPerdata, Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dibuat di

hadap at Gunungsitoli, dilakukan secara terang dan tunai,
dita gani Kepala Desa, Kepala Dusun, serta saksi-saksi yang
r an langsung dengan tanah objek sengketa a quo,

gkan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki bukti
pa-apa terhadap kepemilikan tanah objek sengketa a quo.

%ahwa tanah objek sengketa a quo yang merupakan tanah warisan dari
Q alm. BUAMBOWO HAREFA, telah diputuskan sah secara hukum dan

dituangkan dalam Putusan PN. Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal
14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari
1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,
Jo. Putusan No. 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan
No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.
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No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008, sebagai milik Turut Tergugat

I/Turut Terbanding | RAHMANIAR vyaitu sebagaimana dalam amar

putusannya berbunyi “Menetapkan pembahagian dari sebahagian harta

peninggalan almarhum BUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang
kebun-kebun dari Nomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM” Jo. Kebun-
kebun A.1-A.14 para ahli waris “alm. BUA HAREFA”
USYAWARAH

membenarkan dan menyetujui berdasar
“KEKELUARGAAN/PERDAMAIAN”, vyaitu o@
e

tepatnya berada dalam bidang A.1, dan idang A.1 ini jatuh
menjadi bahagian alm. YASON HAREFA, @ORO HAREFA (suami
Terbanding | RAHMANIAR) dan TETA@REFA. Selanjutnya kebun
bahagian FATORO HAREFA inilah yang™dijual istrinya yaitu Turut
Terbanding | RAHMANIAR kepada Xat I/Terbanding I SAMOTUHO

r
HAREFA dhi. tanah objek sengketa a,quo; sedangkan bahagian alm. YASON
HAREFA dan alm. TETANO R dari bidang A.1 tersebut saat ini

sebahagian telah dijual oleh ahli warisnya masing-masing dan sebahagian
lagi ditempati dan tidak p& ada masalah (ctt. bidang A.1 ini luasnya

+1, Y5 ha). &

¢. Bahwa dalil-dalil dansbukti-bukti yang diajukan Para Pembanding juga telah

ngketa a quo

Para Pembanding n untuk menggugat tanah milik orang lain yaitu
dalam perkara y DT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, dan
gugatan Para Penggugat/Para Pembanding DITOLAK (putusan dimaksud
terlampir).\

d. Bahwaukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding yang

dijad dasar untuk mendalilkan tanah objek sengketa a quo sebagai

I Y telah diuji dalam perkara pidana dengan Terdakwa/Pembanding

gugat | LIAMI TELAUMBANUA Jo. BUKTI T.I-11 & TT.lI — 20, berupa

me perkara pidana dengan terdakwa LIAMI TELAUMBANUA dan

elapor SOAROTA HAREFA. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat | LIAMI

Q TELAUMBANUA pernah menggunakan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 (Tersurat

dalam Resume perkara pidana) sebagai dalilnya mengklaim tanah milik

orang lain dhi. tanah milik SOAROTA HAREFA sebagai tanah miliknya, akan
tetapi oleh Hakim memutuskan bahwa bukti-bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6

tersebut, tidak menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat / Terdakwa
LIAMI TELAUMBANUA terhadap Tanah Kejadian Perkara, hal ini
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sebagaimana tersurat dalam “Putusan No. 1/Pid.C/2014/PN.Gst., him. 14
paragraf 3 yang berbunyi Menimbang ..... terdakwa LIAMI TELAUMBANUA
als. INA DELIMA menyatakan tidak memiliki surat bukti kepemilikan seperti
Akta Jual Beli atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Di persidangan

Terdakwa LIAMI TELAUMBANUA als. INA DELIMA hanya menyerahkan
surat-surat yang setelah diteliti oleh Hakim, tidak %\Akkan bukti
kepemilikan atas tanah tersebut”, sehingga terdakvvlia ggugat LIAMI
TELAUMBANUA dijatuhkan pidana karena ber elakukan “tindak
pidana pencurian ringan”, buah kakao di tan ilik' SOAROTA HAREFA,
dengan pidana penjara 1 bulan dengan m s%baan selama 2 bulan,

dan bukti kepemilikan SOAROTA HAREFA ter p Tanah Kejadian Perkara
berupa APHGR, dan APHGR dimaksud_telalndinyatakan sebagai bukti

kepemilikan yang sah dan se xterhadap tanah TKP, sehingga
terdakwa/Penggugat LIAMI TELZ@IUA, telah dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah) melakukan tindak pidana Pencurian

Ringan”, dengan Pidana Penjae ama 1 bulan dengan masa percobaan
N, Jo.

selama 2 (dua) bul Putusan PN. Gunungsitoli  No.
1/Pid.C/2014/PN.Gst., al 2 Mei 2014 “Bukti T.I-1l & TT.l — 11" Jo.

Putusan Pengadilan ,Jinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2

Juli 2014 ““Bukti ‘ TT.1 - 12",

dirkan oleh Para Pembanding cenderung direkayasa

dan bukan penduduk asli (hanya pendatang) di lokasi objek sengketa

a duduk asli di lokasi objek sengketa yang mau menjadi saksi dari
P@nggugat/Para Pembanding karena, mereka telah mengetahui bahwa
h objek sengketa bukan milik Para Pembanding, akan tetapi milik Turut

rgugat |/Turut Terbanding I, yang telah dijual kepada Tergugat
I/Terbanding | SAMOTUHO HAREFA, serta justru sebaliknya Para

Q Terbanding dan Turut Terbanding I, telah menghadirkan saksi-saksi
“penduduk asli di lokasi tanah objek sengketa a quo”, yang merupakan

kerabat jauh dari Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut
Terbanding 1, dan keterangan tersebut sangat bersesuaian satu sama

lainnya, juga didukung dengan Akta Otentik, dengan bukti surat dari Para
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Terbanding dan TT.l, yaitu BUKTI T.I-Il & TT.l — 1 s/d BUKTI T.I-lIl &
TT.l1- 25.

Bahwa selanjutnya Para Terbanding dan Turut Terbanding | akan
menanggapi keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA.

1. BAHWA PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT DALA UM “DALAM
POKOK PERKARA” MEMORI BANDINGNYA MENG)—?(I AGAR YANG
MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MENOLAK
GUGATAN PARA PEMBANDING DAHULU PARA GGUGAT dK/PARA
TERGUGAT dR UNTUK SELURUHNYA”, M ON KIRANYA KEPADA
YANG MULIA MAJELIS HAKIM MENYAT NOLAK GUGATAN PARA
PENGGUGAT dK/PARA PEMBANDING U% LURUHNYA.

2. Bahwa telah benar dan tepat per,

n hukum Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Gunu i
18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal anuari 2017, him. 55-56 paragraf 5,

yang berbunyi : “Menimbang, a oleh karena telah diakui atau setidak-

tidaknya tidak disang% menurut hukum harus dianggap terbukti

alam putusan perkara Nomor :

hal-hal sebagai berikut
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari harta warisan alm.
BUAMBOWO H ;

- Bahwa telah sepakatan para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA
dan putuw adilan mengenai warisan alm. BUAMBOWO HAREFA;

. Bahv@ menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat

Konv enggugat Rekonvensi | dan Tergugat Konvensi 11/Penggugat

Re??ﬁsi Il karena telah membeli dari Turut Tergugat | “Turut
T ding I".

3. a keseluruhan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya

rsebut, telah dipertimbangkan dengan cermat, cukup dan berdasar

%ukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili
perkara a quo.

4. Bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya point 1

him. 2 dan point 2 him. 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keliru

pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama him. 59-

60, akan Para Terbanding dan Turut Terbanding | tanggapi sebagai berikut:
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4.1 Bahwa benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Gunungsitoli him. 60 paragraf 1 putusan perkara
Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, yang
berbunyi : Menimbang, bahwa dalam Putusan PN. Gunungsitoli No.
10/PDT/G/PN.GST., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan Rengadilan Tinggi
Medan No. 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 r 2006, Jo.
Putusan MA. No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 2 2008 tersebut
mempertimbangkan bahwa penafsiran mggugat “Para
Pembanding” tentang tanah kebun yan @ “ditanami” sendiri

iran_yang keliru dan tidak

berpendapat bahwa hak

h berdasarkan pembagian

ang telah disepakati bersama

Bahwa dalil Para Penggugat/ Pembanding tentang tanah kebun

yang dikelola “ditanami” s sebagai miliknya tersebut “merupakan
penafsiran yang kelir tidak tepat menurut hukum” juga telah
digunakannya dal hara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., dalam
perkara No. 17/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017, dan

kembali diulapgi==t@intuk digunakan oleh Para Penggugat/Para

perkara a quo, hal ini sungguh mengherankan

a keliru dan tidak tepat menurut hukum;

karena Eenafs n tersebut oleh Pengadilan telah dinyatakan sebagai
4.2 Bahy h benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
n Negeri Gunungsitoli him. 60 paragraf 2 putusan perkara
r : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 yang
@)unyi “Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan
ukti P-2 tentang Fotocopy Permohonan Surat Keterangan tanggal 11

% April 2003 oleh Liami Telaumbanua, Bukti P-4 tentang Fotocopy Berita
Acara Peninjauan Tanah Perkara Perdata No. 17/PDT/G/1989/PN.GS.,

Q Jo. No. 385/PDT/1990/PT.MDN., tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan
MA.RI. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, adalah

hanya dibandingkan dengan sebatas objek “sengketa” B-1 s/d B-9 dan

tidak dijelaskan tanah tersebut dibandingkan dengan objek A.1 s/d A.14
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“karena objek A.1 s/d A.14 telah disepakati secara musyawarah oleh

para ahli waris BUAMBOWO HAREFA™;

4.3 Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada him. 60 paragraf 3 putusan
perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal Q10 Januari 2017
tentang bukti otentik kepemilikan objek
I/Terbanding I SAMOTUHO HAREFA yaitu BUK
berupa APHGR No. 592.2/78/APH-GR/GST/20,
2013, luas %= 2.576m2, an. Tergugat gding I SAMOTUHO
HAREFA (ASLI), yang dibuat dihadapan @unungsitoli Jo. Pasal
1868 KUHPerdata, Jo. Pasal 1870 K rdata, dan juga BUKTI
TI-L1 &TT.1 — 15, berupa Pengumuman,No. 590/113/2013, tanggal 4
November 2013 (ASLI), terkai@iterbitkannya APHGR terhadap

tanah milik Tergugat I/Terbanding | SAMOTUHO HAREFA Jo. BUKTI
T.A-11 & TT.1 — 16, berupa

Tergugat
1 & TT.1 =9

gal 21 November

t Kades Sifalaete Tabaloho kepada
4/2013, tanggal 19 November 2013

Camat Gunungsitoli No.
(ASLI), terkait tel isebarluaskannya dan ditempelkannya
Pengumuman No. 5013, tanggal 4 November 2013 di Kantor
sehubungan diterbitkannya APHGR tanah objek
erbanding | SAMOTUHO HAREFA;

sayangkan Para Pembanding yang tidak bisa

Kepala Desa, i

sengketa a qu
4.4 Bahwa sal
membedakan

dengan%/ yang tidak dipermasalahkan “objek yang dibagi secara
ke an dan mufakat “musyawarah/perdamaian” oleh para ahli

is., 'sehingga Para Pembanding mengharapkan bahwa objek
zeta a quo harus dieksekusi oleh pengadilan. Bahwa dalam

tara, objek sengketa “objek yang dipermasalahkan”

san No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS. tanggal 14 September 1990, Jo.

P
%Vo. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31 Januari 1991, Jo. Putusan MA.
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992, Jo. Putusan No.

% 10/PDT/G/2004/PN.GS., tanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan No.
Q 145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. Putusan MA.
No. 2131 K/PDT/2007, tanggal 27 Maret 2008 objek sengketa a quo,

disepakati dibagi secara KEKELUARGAAN/MUSYAWARAH
MUFAKAT/PERDAMAIAN oleh para ahli waris alm. BUAMBOWO HAREFA,

yaitu bidang A.1-A.14 dan tanah objek sengketa a quo ada
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dalam bidang A.1 yang menjadi milik Turut Terbanding I,

sedangkan bidang B.1-B.9 tersebutlah yang dipermasalahkan oleh para
ahli waris. Sehingga dengan demikian objek sengketa a quo yang
disepakati secara KEKELUARGAAN/MUSYAWARAH MUFAKAT/
PERDAMAIAN, tidak dibutuhkan adanya eksekusi;

4.5 Bahwa Para Pembanding merekayasa keterangan saksi g dihadirkan
Para Pembanding seolah-olah saksi telah melihal?aat peninjauan

dari PN. Gunungsitoli, padahal fakta yangg p di persidangan

para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, saksi dari Para
r

Pembanding maupun saksi dari Pa nding tidak pernah

melihat adanya peninjauan dari unungsitoli terhadap

objek sengketa a quo, karena tidak logis jika tanah objek sengketa a

quo yang telah disepakati sec@awarah “Mufakat/Perdamaian”,

oleh para ahli waris alm. BUAMBO HAREFA dari bidang A.1-A.14,

dieksekusi oleh Pengadilan, nyata-nyata telah dibagi secara
kekeluargaan dan musy yang dituangkan dalam putusan
pengadilan;

4.6 Bahwa saksi yan@rkan oleh Para Pembanding cenderung

direkayasa dan :ukan penduduk asli (hanya pendatang) di lokasi

objek sengket: secara rasional tidak mungkin dapat mengetahui

tentang as tanah objek sengketa yang notabene merupakan
tanah warix;‘:ng menjadi milik Turut Terbanding I, dan justru
sebalikfx ara Terbanding dan Turut Terbanding | telah
mepghadirkan saksi-saksi “penduduk asli di lokasi tanah objek
a”, yang bernama TALI'IA HAREFA, lahir di Sisarahili 16 April

1946 (x71 thn), HELAZIDUHU HAREFA, lahir di Sifalaete 17 Oktober
@7 (£60 thn), dan saksi OSISIO HAREFA, lahir di Sifalaete 8

ovember 1976 (41 thn), yang merupakan kerabat jauh dari Para
% Pembanding dan Para Terbanding, dan keterangan tersebut sangat

bersesuaian satu sama lainnya serta didukung dengan Akta Otentik;
Q 4.7 Bahwa terungkap di persidangan, tentang tidak ada penduduk asli dari
lokasi objek sengketa a quo yang mau menjadi saksi dari Para
Pembanding/Para  Penggugat, karena sesungguhnya mereka
mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para

Pembanding;
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4.8 Bahwa sangat tidak rasional dan tidak berdasar hukum, cenderung
mengada-ngada, serta sangat disayangkan Para Pembanding yang
tidak bisa membaca dengan cermat Putusan No. 17/Pdt/G/1989/PN.GS.
tanggal 14 September 1990, Jo. No. 385/Pdt/1990/PT,MDN, tanggal 31
Januari 1991, Jo. Putusan MA. No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28
September 1992, Jo. Putusan No. 10/PDT/G/200
Juli 2005, Jo. Putusan No. 145/PDT/2006/
November 2006, Jo. Putusan MA. No. 2131 ?2007, tanggal 27

., tanggal 7
., tanggal 23

Maret 2008, Amarnya putusannya bersifat pe an. Keberatan Para
Pembanding ini tentunya keliru, kare al putusan pengadilan
tersebut telah nyata-nyata menyebutkan tang siapa-siapa saja ahli
waris alm. BUAMBOWO HAREFA yang miliki bidang A.1-A.14 dan

tanah objek sengketa a quo ada gdal idang A.1.
5. Bahwa keliru keberatan Para Pembandi point 3 him. 3 dalam memori
banding Para Pembanding, yan pokoknya mendalilkan bahwa keliru

pertimbangan hukum putusal uo, him. 75 paragraf 1 dan him. 76
paragraf 1, karena sesun a TIDAK ADA him. 75 paragraf 1 dan him.
76 paragraf 1 dalam &n perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST.,

tanggal 10 Januari 2017.
6. Bahwa tidak ada

secara hukum, jika seseorang menjadi Kepala
Desa, maka ak ngan hak keperdataannya sebagaimana keberatan
dan keinginan Para Pembanding/Para Penggugat, yang pada pokoknya
secara terWndalilkan bahwa jika seseorang menjadi Kepala Desa,

maka ti @ eh membeli tanah.

elah benar dan tepat pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim

P an Negeri Gunungsitoli pada him. 61 paragraf 2 putusan perkara
r@: 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017 yang berbunyi
= imbang ..... objek sengketa sah menurut hukum milik Tergugat |
% nvensi/Penggugat | Rekonvensi dan Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il
dalam Rekonvensi ..... dstnya”, karena Tergugat I-11 dK/Terbanding I-11
Q merupakan pembeli yang beritikad baik serta dibeli secara terang dan
tunai dari Turut Tergugat | RAHMANIAR yang memperoleh objek sengketa
tersebut secara sah dan berdasar hukum dari warisan alm. FATORO
HAREFA yang mendapatkan bagiannya dari warisan alm. BUAMBOWO

HAREFA, sehingga petitum Para Penggugat tersebut DITOLAK.
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8. Bahwa telah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Gunungsitoli pada him. 61 paragraf 4-5 dan him. 62 paragraf 1-2
putusan perkara Nomor : 18/PDT/G/2016/PN.GST., tanggal 10 Januari 2017
yang berbunyi “Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang q a kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena a menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut ....”. Bal jek sengketa a quo
didapatkan Tergugat I-11/Terbanding I-11 dari t Tergugat I/Turut
Terbanding I, dengan cara-cara yang egara hukum, sehingga
perbuatan Tergugat I-1l yang menguasai Turut Tergugat | yang

menjual tanah objek sengketa a quo, bukan merupakan perbuatan
melawan hukum; \
9. Bahwa keliru keberatan Para Pemb@ tentang bukti P-4 yang diajukan
Para Pembanding berupa Beritq? Peninjauan Tanah, dengan alasan
erikut :

Para Terbanding dan TT. | sebagal kut
- Bahwa bukti P-4 terse h cukup dipertimbangkan oleh Yang Mulia

Majelis Hakim ting ertama yang mengadilil perkara a quo, akan
tetapi bukti P-4 tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para
Penggugat/Par nding terhadap tanah objek sengketa a quo,
apalagi saksi iwyang dihadirkan para pihak tidak pernah melihat
adanya peninmari PN. Gunungsitoli terhadap tanah objek sengketa,
dan jugN ung dengan bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa

tida @

objekssengketa a quo;
\/

h PN. Gunungsitoli melakukan peninjauan terhadap tanah

3 bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding termasuk bukti P-4,

® diuji dalam perkara pidana Jo. Putusan PN. Gunungsitoli No.
Pid.C/2014/PN.Gst., tanggal 2 Mei 2014 , Jo. Putusan Pengadilan

% Tinggi Sumut No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014, yang
memutuskan, menyatakan Terdakwa/Penggugat I/Pembanding | LIAMI
Q TELAUMBANUA telah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan pencurian ringan di tanah objek
sengketa a quo dengan pelapor/korban SOAROTA HAREFA, Jo.

Resume perkara pidana.
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- Bahwa di dalam Resume perkara pidana, Jo. Putusan No.
1/P1D.C/2014/PN.GST., tanggal 2 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan No. 356/PID/2014/PT.MDN., tanggal 2 Juli 2014 (telah

berkekuatan hukum tetap), secara eksplisit tersurat tentang bukti-bukti

yang diajukan Para Penggugat berupa P-4, P-5 dan P-6, dan sudah diuji

dalam perkara pidana tersebut, akan tetapi b g diajukan
Terdakwa/Pembanding | LIAMI  TELAUMBA ersebut  tidak
membuktikan sebagai bukti kepemilikan Para P at terhadap tanah
objek sengketa, dan APHGR an. korban/pel SOAROTA HAREFA,
telah dinyatakan sebagai bukti k ilkan yang sah dan
sempurna terhadap objek s a quo, sehingga
Terdakwa/Penggugat I/Pembanding | "™AMI TELAUMBANUA, telah
dinyatakan terbukti secara sah yakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Pencurian Ringan, ‘dengan Pidana Penjara selama 1 bulan

Majelis Hakim Tingkat Bandin berikan putusan sebagai berikut :

dengan masa percobaan sela@ua) bulan.
Maka berdasarkaqn ;E| — uraian tersebut, kiranya Yang Mulia

1. Menolak permohon&nding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat.
2. Menguatkan san Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor

18/PDT/G/20 "GST., tanggal 10 Januari 2017, yang dimohonkan
banding tersebut

3. Meng ara Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

biay rkara.

A%ang Mulia Majelis Hakim tingkat banding ini berpendapat lain,
mak@n kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et
b

o%
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama
Qeﬁ

ori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula
Qpara Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata
menurut majelis hakim tingkat banding memori banding tersebut pada
pokoknya maksud dan tujuannya adalah sama dengan alasan — alasan yang

telah diajukan dalam persidangan ditingkat pertama dalam acara kesimpulan
(Konklusi), majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua
alasan — alasan tersebut dengan tepat dan benar yang didasarkan pada bukti
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surat dan keterangan saksi — saksi, dan majelis hakim tingkat banding
berpendapat alasan yang diajukan dalam memori banding merupakan
pengulangan yang telah diajuk dalam kesimpulan, tidak ada hal — hal baru yang
perlu dipertimbangkan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ini

ditingkat banding, maka alasan - alasan memori banding tersebut haruslah

ditolak seluruhnya; %
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan m ti dalil — dalil

gugatan para Pembanding semula para Penggugat@zonvensiﬂergugat

dalam Rekonvensi serta jawab jinawab dari kuasa erbanding | semula

Terbanding | dan Terbanding Il semula Tergug serta Turut Terbanding |
semula Turut Terbanding |, maka majelis hakim t banding berkesimpulan
bahwa para Pembanding semula para Pen dalam Konvensi/Tergugat

dalam Rekonvensi, ternyata tidak ada sat kti surat maupun saksi — saksi
yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonve ahli waris dari Alm Folo’o Harefa

mn Juli 1997 sehingga tidak berhak

terhadap tanah yang menjadi o gketa;

Menimbang, bahwa@ kontra memori banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Terbanding | semtta Tergugat |, Terbanding Il semula Tergugat I

yang telah meninggal Dunia p

serta Turut Terbanding | s la Turut Tergugat |, majelis hakim tingkat banding
berpendapat oleh karenayinti dari kontra memori banding tersebut memohon
menguatkan putusan'\Rengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.G/2016/PN
Gst, tanggal 1Wari 2017, sedangkan Pengadilan Tinggi sependapat
dengan perti xan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a

quo, maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan
secara te?ari tetapi dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

mbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti

se rmat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
adilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Januari 2017, memori banding yang

ajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dalam
QK nvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, serta kontra memori banding yang
diajukan oleh kuasa hukum Terbanding | semula Tergugat | dalam
Konvensi/Penggugat | dalam Rekonvensi, Terbanding Il semula Tergugat Il
dalam Konvensi/Penggugat Il dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding |
semula Turut Tergugat |, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,

maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum
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putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan para Pembanding

semula para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi,
karena telah menguraikan secara tegas dan jelas dasar pertimbangan
hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga dapat dibenarkan dan disetujui
serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih d kan sebagai

pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara jni di timgkat banding;
ZIO

Menimbang, bahwa dengan demikian ertimbangan -
pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dia dan dijadikan dasar

didalam pertimbangan-pertimbangan hukum p ngmajelis hakim tingkat
banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan ri Gunungsitoli Nomor :
18/Pdt.G/2016/PN Gst, tanggal 10 Januari dapat dipertahankan dan

dikuatkan dalam peradilan tingkat bandin \

Menimbang, bahwa karena para,Pembanding semula para Penggugat
dalam Konvensi/Tergugat dalam Reko si tetap berada dipihak yang kalah,

maka haruslah dihukum untuk ar semua biaya yang timbul dalam
%u?

kedua tingkat peradilan ini, tingkat banding jumlah sebagaimana

disebutkan dalam amar put zh’s

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

Undang Nomor 49 T 9, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;
VZ MENGADILI:
- Meneri@ohonan banding dari para Pembanding semula Para

Penggu am Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;

putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 18/Pdt.G/
.Gst., tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding;
ukum para Pembanding semula para Penggugat dalam
onvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang

@mbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan
Q sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal, 6 Juli 2017 oleh kami :
SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis,
AGUSTINUS SILALAHI, SH.,.MH dan H. AGUSIN, SH.,MH. masing-masing
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sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 13 Juli 2017, oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu JUANTI SITORUS, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim f:u \

AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH. S@GAN SIBERO,SH.MH.

H.AGUSIN, SH.MH. ng

Panitera Pengganti,
JUANTI SITORUS, SH.

S
S

Perincian Biayai
MeteraiQ Rp. 6.000,-
R Rp. 5.000,-

1.
2. erkasan Rp 139.000.-
Jumlal Rp. 150.000,-

S
QQ/
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